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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implementasi Inovasi Kebijakan 
Program PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) di Kabupaten 
Pinrang. 
 
Penelitian ini merupakan studi implementasi inovasi yang menggunakan indikator 
faktor struktur yakni aturan dan komunikasi, insentif, keterbukaan dan 
keseimbangan. 
 
Penelitian ini bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara dan kepustakaan. Data dari hasil observasi dan wawancara disajikan 
dalam bentuk dokumentasi terhadap objek penelitian. Data dari hasil 
kepustakaan disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan untuk memperkuat temuan 
penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dan diolah dengan menggunakan 
teknik fenomenologi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan di PINDU sangat jelas yang dilihat 
dari Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2014 tentang Pembentukan PINDU 
Pemerintah Kabupaten Pinrang serta dari Standar Operasional Prosedur (SOP) 
PINDU. Aturan tersebut telah diterapkan dengan baik oleh para petugas PINDU 
maupun oleh para pengguna PINDU. Dengan mematuhi aturan yang ada maka 
pertukaran informasi pun sangat lancar dan jelas. Kelengkapan sarana dan 
prasaran di PINDU menunjukkan adanya insentif di PINDU. Selain itu, 
keterbukaan antar struktur juga sangat terbuka sehingga para petugas pun 
mampu menyeimbangkan antara profesionalitas dalam bekerja dengan pengaruh 
dari kelompok-kelompok berkepentingan. Dengan demikian, implementasi dari 
inovasi kebijakan program PINDU ini dapat dikatakan berjalan sesuai dengan 
indikator yang ada. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang harus 









INTEN SUWENO ANUGRAHA (E211 12 011), Implementing Innovation 
of Policy Program PINDU (Center for Information Services and 
Complaints) in Pinrang Regency, xiv + 135 pages + 13 pictures + 4 
tables + 33 literatures (1980-2015) + 40 attachments. 
 
This study aims to assess on the Implementing Innovation of Policy Program 
PINDU (Center for Information Services and Complaints) in Pinrang Regency. 
 
This research is a study of implementing innovation that uses the structure factor 
indicators and communication rules, incentives, openness and balance. 
 
This research is qualitative. Data collected through observation, interviews and 
literature. Data from observations and interviews are presented in the form of 
documentation of the research object. Data from the literature are presented in 
the form of quotations to strengthen the research findings. The data were 
analyzed and processed using techniques phenomenology. 
 
The results showed that the rules in PINDU very clearly seen from the decree 
number 25 of 2014 concerning the Establishment of Government PINDU Pinrang 
and of Standard Operating Procedures (SOP) PINDU. The rules have been 
applied properly by officers and by the users pindu pindu. By complying with 
existing rules, the exchange of information is very smooth and clear. 
Completeness of facilities and infrastructure in pindu show their incentives in 
PINDU. In addition, the openness between the structure also is very open so the 
clerk was able to balance between professionalism in working with the influence 
of interest groups. Thus, implementaing innovation of policies program PINDU 
can be said to be run in accordance with the existing indicators. However, there 
are some indicators that should be improved, which is an indicator of 
communication and openness to the public. 
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I.1 Latar Belakang 
  Pemerintah sebagai leading sectors berfungsi sebagai aktor 
pembuat kebijakan tertinggi dalam sebuah negara. Kebijakan-kebijakan 
yang dikeluarkan demi terselenggaranya pembangunan, mengurus dan 
mengatur masyarakatnya serta memberikan pelayanan publik (public 
service) yang baik dan berintegritas dalam rangka mewujudkan good 
governance. Good governance atau yang dikenal dengan “tata 
pemerintahan yang baik” adalah suatu praktek penyelenggaraan 
pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 
sebaik-baiknya. Dengan kata lain, seluruh kepentingan publik harus 
dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terutama 
dalam sektor pelayanan, baik dari segi kebijakan layanan maupun dari segi 
implementasinya untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasar 
masyarakat. 
  Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan 
bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk 
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Amanat pembukaan tersebut dijabarkan dalam 
pasal 34 ayat 3 yang berbunyi : 
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan 
fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang layak”. 
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  Dijelaskan pula bahwa dalam memberikan pelayanan 
penyelenggara pelayanan harus bersikap adil tanpa adanya diskriminatif 
antara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dalam 
pembukaan UUD 1945 dijelaskan dalam pasal 18A ayat 2 yang berbunyi : 
“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 
undang-undang.” 
 
  Sebagai tindak lanjut dari amanat batang tubuh UUD 1945, 
pemerintah menuangkannya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut 
setiap warga negara dijamin haknya untuk memperoleh pelayanan yang 
baik tanpa adanya diskriminatif baik dari segi layanan civil maupun layanan 
publik. Akan tetapi realita yang terjadi di lapangan hampir sebagian besar 
tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Publik, Ombudsman, 
menilai bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat kurang. 
Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan 
dalam bentuk KKN dibeberapa lembaga pemerintah, birokrasi yang 
panjang dan adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan, serta 
rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat (liputan6.com diunduh 
pada tanggal 14 Oktober 2015). 
  Pengawasan eksternal dari masyarakat tentu memiliki pengaruh 
terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan sebab yang menilai kurang 
baik atau baiknya kinerja aparatur negara ialah masyarakat selaku objek 
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dan sasaran dari pelayanan publik. Hak pengaduan masyarakat juga 
ditegaskan dalam pasal 40 UU Nomor 25 tahun 2009 bahwa : 
1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik 
kepada penyelenggara, Ombudsman dan/atau Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota. 
2. Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan 
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : 
a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau 
melanggar larangan; dan 
b. Pelaksana yang memberi pelayanan tidak sesuai dengan standar 
pelayanan. 
  Pengaduan dan pengawasan dapat dilakukan dengan 
memberikan kritik dan saran terhadap penyelenggara pemerintahan dalam  
memberikan wadah bagi masyarakat untuk mengawasi kinerjanya melalui 
unit pengaduan khusus yaitu dengan pengadaan kotak saran serta 
pengadaan website pengaduan masyarakat. 
  Data hasil penelitian Lembaga Pelayanan Publik menunjukkan 
bahwa sebagian besar Kementerian sudah mempunyai unit pengaduan 
khusus (92,9%) dan ada 75% yang mempunyai pejabat khusus pengelola 
pengaduan tetapi belum dapat dikatakan bahwa unit pengaduan tersebut 
berfungsi dengan efektif dikarenakan data dari penelitian ini menunjukkan 
tidak adanya (92,9%) informasi laporan mengenai hasil pengelolaan 
pengaduan pada unit yang bersangkutan. 
  Dengan demikian dapat dikatakan implementasi pengadaan kotak 
saran dan unit pengaduan tersebut sepenuhnya belum efektif dikarenakan 
pengaduan-pengaduan masyarakat tidak dikelola dan direspon secara baik 
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dan cepat sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan masih 
belum ada peningkatan yang signifikan. 
  Khususnya di Kabupaten Pinrang, partisipasi masyarakat dalam 
pengawasan dan pengaduan kinerja penyelenggara pelayanan masih 
tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya respon oleh hampir 
semua tingkatan unsur pelayanan publik, mulai pada tingkatan petugas 
pelayanan sampai dengan tingkatan ketua dari instansi atau organisasi. 
Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat 
seringkali lambat atau bahkan diabaikan. 
  Selain itu, kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat 
seringkali berjalan lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat 
dikarenakan berbagai pihak yang terkait dalam pelaksana pelayanan 
terletak jauh dari masyarakat, sehingga masyarakat merasa sulit jika 
membutuhkan pelayanan tersebut. 
  Problematika di atas menggambarkan adanya ketidaksesuaian 
antara aturan dengan realita yang terjadi. Dengan kata lain, implementasi 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum 
berjalan maksimal. Padahal, implementasi pada prinsipnya adalah cara 
agar sebuah kebijakan/aturan dapat mencapai tujuannya. Implementasi 
adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu 
jenis keluaran yang nyata (tangible output) (Ripley dan Franklin dalam 
Winarno, 2012: 148). 
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  Rangkaian implementasi kebijakan dapat dimulai dari program, 
program ke proyek, kemudian proyek ke kegiatan yang dapat diiringi oleh 
sebuah inovasi. Inovasi merupakan upaya mempertahankan keberadaan 
organisasi dalam lingkungan. Inovasi merupakan penerapan sengaja dalam 
suatu organisasi dari ide-ide baru, proses-proses, produk-produk atau 
prosedur-prosedur baru bagi pekerjaan, tim kerja atau organisasi (West: 
2000 dalam Sutrisno 2011: 105). Dengan adanya inovasi, organisasi 
swasta maupun organisasi publik diharapkan dapat menanggapi 
kompleksitas lingkungan dan dinamisasi perubahan lingkungan terutama 
dalam persaingan yang ketat dan menciptakan sumber-sumber bagi 
keunggulan bersaing. 
  Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan dan menjalankan 
amanat UUD 1945 dan UU Nomor 25 tahun 2009, pemerintah Kabupaten 
Pinrang merealisasikannya dalam bentuk kebijakan dengan menghadirkan 
sebuah inovasi program yang dapat menyediakan informasi dan mengelola 
pengaduan masyarakat. Program tersebut disebut dengan PINDU (Pusat 
Pelayanan Informasi dan Pengaduan) yang diatur dalam Peraturan Bupati 
Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang. 
  Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
(PINDU) ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang 
memfasilitaasi warga masyarakatnya menjangkau dan memperoleh 
informasi yang dibutuhkan, sebab ketersediaan informasi akan membantu 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada semua tingkatan mulai 
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dari pedesaan hingga perkotaan, sehingga melahirkan sumber daya 
manusia yang berwawasan baik, produktif dan kompetitif. Selain itu, melalui 
kebijakan program PINDU ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada semua aspek 
pembangunan. 
  Dalam sebuah kebijakan publik penerapan inovasi tidak semata-
mata penerapannya begitu saja, ada beberapa kategori yang perlu dipenuhi 
oleh pemerintah dalam menerapkan inovasi kebijakan program seperti 
yang disebutkan oleh Steelman bahwa: 
“Self-regulation, coregulation, initiated regulation, and voluntary 
regulation are four broad categories of innovative arrangements. The 
four categories are distinguished according to government involvement 
and the binding nature of the action stemming from the 
instrument”.Artinya, ada empat kategori dalam aturan inovatif 
diantaranya peraturan diri, peraturan bersama, peraturan inisiatif dan 
peraturan sukarela. Keempat kategori tersebut dibedakan berdasarkan 
keterlibatan pemerintah dan sifat mengikat dari tindakan yang berasal 
dari instrument.” 
  Steelman juga mengatakan bahwa dalam meningkatkan 
implementasi inovasi ada tiga faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor 
yang dimaksud ialah faktor individu, faktor struktur dan faktor budaya. 
Ketiga faktor ini menjadi frame-analisys dalam implementasi inovasi. 
  Dengan adanya terobosan inovatif yang dilakukan pemerintah 
Kabupaten Pinrang tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti 
bagaimana inovasi implementasi dari program layanan pengaduan oleh 
pemerintah Kabupaten Pinrang dengan judul “Implementasi Inovasi 
Kebijakan Program PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan) di Kabupaten Pinrang”. 
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I.2 Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1) Bagaimana implementasi kebijakan program PINDU di Kabupaten 
Pinrang? 
2) Bagaimana inovasi faktor struktur kebijakan program PINDU di 
Kabupaten Pinrang? 
I.3 Tujuan Penelitian 
  Sealur dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan program PINDU di 
Kabupaten Pinrang. 
2) Untuk mengetahui inovasi faktor struktur kebijakan program PINDU di 
Kabupaten Pinrang. 
I.4 Manfaat Penelitian 
  Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Inovasi 
Implementasi Kebijakan Program PINDU (Pusat Pelayanan Informasi 
dan Pengaduan) di Kabupaten Pinrang. 
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2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, 
masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi 
Pemerintah Kabupaten Pinrang agar kedepannya lebih baik dalam 








II.1.1 Pengertian Inovasi 
Kata inovasi pertama kali muncul sekitar tahun 1297 berdasarkan 
kamus Oxford. Tahun 1561, T. Norton dari Calvin’s Institute berpendapat 
bahwa “it is the duty of private men to obey and no to make innovation 
states after their own will.” Di tahun 1824, L. Murray mengatakan “the sprit 
of innovation has exended itself to other parts of grammars, and specially 
to the names of tenses.” Tahun 1939, J. A. Schumpeter berpendapat 
“innovation is possible without anything we should identify as invention, 
and invention does not necessarily induce innovation.” 
Dari sudut pandang individu, Everett M. Rogers dalam Steelman 
(2010: 5) memandang inovasi sebagai: 
“innovation from an innovation is an idea, practice, or object that is 
perceived as new by the individual adopting it” (Sebuah inovasi 
adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh 
seseorang kemudian mengadopsinya).” 
Sementara Gaynor (2002: xiii) dalam bukunya Innovation by 
Design memandang inovasi dari sudut pandang organisasi. Gaynor 
mengemukakan bahwa: 
“Innovation involves focusing on the organization's mission, searching 
for unique opportunities, determining whether they fit the 
organization's strategic direction, defining the measures foe success 
and continually reassessing opportunities. innovation doesn't requires 




Pengertian di atas menjelaskan bahwa inovasi melibatkan fokus 
pada misi organisasi, mencari peluang yang unik, menentukan apakah 
peluang dan misi tersebut cocok dengan arah strategis organisasi, 
mendefinisikan langkah-langkah keberhasilan musuh dan terus-menerus 
menilai kembali peluang. Inovasi tidak membutuhkan kejeniusan, tetapi 
membutuhkan dedikasi total dalam mengejar kesempatan unik (peluang). 
Di sisi lain, Edward B. Roberts dalam Gaynor (2002: 15) 
berpendapat: 
“the first generalization is: innovation=invention+exploitation. The 
invention process covers all efforts aimed at creating new ideas and 
getting them to work. The exploitation process includes all stage of 
commercial development, application, and transfer, including the 
focusing of ideas or inventions toward specific objectives, evaluating 
those objectives, downstream transfer of research and/or 
development results, and eventual broad-based utilization, 
dissemination, and diffusion of the technology-based outcomes.” 
Dari pendapat Roberts diketahui bahwa sebuah inovasi lahir dari 
penemuan yang disertai dengan eksploitasi. Proses penemuan mencakup 
semua upaya yang bertujuan untuk menciptakan ide-ide baru dan 
mewujudkannya. Proses eksploitasi mencakup semua tahap 
pengembangan komersial, aplikasi, dan transfer, termasuk fokus dari ide 
atau penemuan menuju tujuan tertentu, mengevaluasi tujuan, transfer hilir 
penelitian dan/atau hasil pengembangan, dan akhirnya memberi manfaat, 
tersebar luas, dan mengarah ke perubahan berbasis teknologi.  
Sementara itu, Theodore Levitt dalam Gaynor (2002: 16) 
mengemukakan: 
“Generally speaking, innovation may be viewed from at least two 
vantage points: (1) newness in the sense that something has never 
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been done before, and (2) newness in the sense that something has 
not been done before by the industry or by the company now doing it. 
Strictly defined, innovation occurs only when something is entirely 
new, having never been done before.” 
Pendapat tersebut mengemukakan bahwa secara umum, inovasi 
dapat dilihat dari setidaknya dua titik pandang : 
1. kebaruan dalam arti bahwa sesuatu belum pernah dilakukan 
sebelumnya, dan 
2. kebaruan dalam arti bahwa sesuatu yang belum pernah dilakukan 
sebelumnya oleh industri atau oleh perusahaan sekarang 
melakukannya. Didefinisikan secara ketat, inovasi hanya terjadi ketika 
ada sesuatu yang sama sekali baru, setelah pernah dilakukan 
sebelumnya.” 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah 
penemuan ide, konsep, cara atau metode baru yang dilakukan dalam 
rangka mencapai tujuan dengan memanfaatkan peluang yang ada. 
Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah 
yang saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah 
produk yang baru dan sifatnya menggantikan cara yang lama. Demikian 
pula sifat dari kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. 
Ini berarti bahwa setiap kebijakan secara isi (konten) pada prinsipnya 
harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak memuat sesuatu yang 




Untuk itu, O’Toole dalam Steelman (2010: 5) mendefinisikan 
inovasi kebijakan “as patterns of activities to achieve a new goal or 
improve the pursuit of an established one” (pola kegiatan untuk mencapai 
suatu tujuan baru atau meningkatkan sesuatu yang didirikan). 
Kebijakan dan program-program inovatif juga digunakan untuk 
menanggapi permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, inovasi secara 
bertahap dapat mempengaruhi program atau kebijakan yang ada, juga 
dapat menjadi produk dari sesuatu yang sama sekali baru. Inovasi 
merupakan usaha untuk menggunakan sumber daya yang ada menjadi 
lebih baik; usaha untuk menemukan kembali proses pemerintahan. 
Artinya, sebuah inovasi merupakan hasil akhir serta proses. 
Dalam derajat lain, Asropi (2008: 250) dengan mengacu pada 
definisi Lawson dan Samson berpendapat bahwa kemampuan inovasi 
birokrasi pemerintah dimaknai sebagai kemampuan birokrasi pemerintah 
untuk mentransformasikan secara berkelanjutan pengetahuan dan 
gagasan ke dalam berbagai bentuk pelayanan, proses, dan sistem yang 
baru, bagi keuntungan lembaga dan stakeholder. Beranjak dari 
pemahaman ini, maka kemampuan inovasi birokrasi pemerintah bukanlah 
konsep yang berdiri sendiri, tetapi ia berkaitan dengan berbagai aspek 
manajemen, kepemimpinan, dan aspek teknis seperti alokasi sumberdaya 
stratejik, pemahaman kepentingan stakeholders, dan lain-lain. 
Banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan inovasi 
birokrasi pemerintah, berakibat kemampuan setiap lembaga pemerintah 
untuk melakukan inovasi berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena 
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itu, faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dikenali, terutama untuk 
membangun strategi yang memadai bagi peningkatan kemampuan 
inovasi suatu lembaga pemerintah. 
Inovasi yang berhasil menurut Mulgan dan Albury dalam Sangkala 
(2013: 6) adalah pembentukan dan implementasi dari proses, produk, 
jasa, dan metode baru yang dapat menghasilkan peningkatan yang 
signifikan terhadap efisiensi, efektivitas atau kualitas keluaran dalam 
penyampaian layanan. Definisi tersebut bila dikaitkan dengan sejumlah 
definisi para ahli lain dapat disimpulkan bahwa inovasi mengindikasikan 
sebuah proses yang memiliki ruang lingkup luas dan proses yang lama, 
sebagaimanaa juga diungkapkan Leadbeter dalam ideA (2005) (dalam 
Sangkala 2013: 6) bahwa proses inovasi memakan waktu lama, serta 
bersifat interaktif dan sosial dimana akan mellibatkan banyak orang yang 
memiliki bakat, keahlian dan sumber daya yang berbeda secara bersama-
sama. 
Terkait dengan inovasi tersebut, Baker dalam Sangkala (2013: 6) 
mengemukakan mengenai 3 tipe inovasi. Tiga tipe inovasi tersebut 
kemudian ditambahkan oleh IdeA menjadi 5 tipe inovasi. Kelima tipe 
menurut Baker dan IdeA adalah inovasi yang terkait dengan: 
1. strategi/kebijakan misalnya misi, sasaran strategi dan pertimbangan 
baru; 
2. kebijakan dan bentuk organisasi layanan/produk, misalnya 
perubahan fitur dan desain dari pelayanan/produk; 
14 
 
3. penyampaian layanan, misalnya perubahan/cara baru dalam 
penyampaian layanan atau berinteraksi klien; 
4. proses, misalnya prosedur internal, kebijakan dan bentuk organisasi 
baru; 
5. sistem interaksi, misalnya cara baru atau perbaikannya yang 
berbasis pengetahuan dalam berinteraksi dengan aktor lain serta 
perubahan dalam cara menjalankan pemerintahan.  
Namun, perlu diketahui bahwa kemampuan inovasi lembaga 
bisnis maupun lembaga pemerintah tidak serta merta menjadikannya 
sebagai lembaga yang inovatif. Untuk itu, Terziovski dalam Asropi (2008: 
253) mengemukakan agar organisasi menjadi inovatif maka kemampuan 
inovasinya harus diletakkan pada tiga domain yang meliputi: sustainable 
development, e-government, dan new product development. 
1) Sustainable development 
Sampai waktu sekarang ini, lingkungan belum menjadi domain 
yang banyak diperhatikan oleh birokrasi pemerintah dalam 
mengembangkan kapasitas inovasinya. Hal ini sebenarnya sangat 
disayangkan, mengingat daya dukung lingkungan bagi kehidupan 
pada hampir seluruh daerah di Indonesia dalam kondisi yang 
memprihatinkan. Sementara domain ini sangat penting bagi 
keberlanjutan sejarah kehidupan manusia, sehingga inovasi yang 
diarahkan oleh domain tersebut akan sangat bernilai baik untuk 






E-government merupakan domain yang sangat mempengaruhi 
inovasi birokrasi pemerintah, dan berperan sebagai driver sekaligus 
sebagai enabler dari kapasitas inovasi. Sebagai driver, e-government 
mendorong terwujudnya kualitas pelayanan yang semakin baik dan 
semakin cepat dalam perijinan, melalui re-evaluasi terhadap berbagai 
praktek dan pelayanan yang sedang dijalankan. Sedangkan sebagai 
enabler, e-government mendukung terciptanya berbagai inovasi baru 
dalam pelayanan publik dan akses masyarakat atas berbagai 
pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.  
3) New product development  
Kewenangan yang sekarang dimiliki oleh pemerintah daerah 
berimplikasi pada semakin banyaknya jenis pelayanan yang harus 
disediakan pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Berbagai 
strategi dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan 
pelayanan tersebut, melalui pembangunan kerjasama dengan 
lembaga lain, penciptaan iklim organisasi yang kondusif bagi inovasi, 
dan penguatan jejaring dalam birokrasi pemerintah daerah. 
II.1.2 Konsep Kebijakan Publik 
Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk 
menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, 
maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu 
bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita 
gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan 
biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan 
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yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan 
publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batas-batas atau konsep 
kebijakan publik yang lebih tepat. 
Untuk memahami konsep kebijakan publik maka perlu dijabarkan 
pengertian kebijakan, pengertian publik, kemudian konsep kebijakan 
publik. Banyak definis yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti 
kebijakan. H. Hugh Heglo dalam Abidin (2004: 21) menyebutkan 
kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish some end” 
atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan 
tertentu. 
Menurut Jones (1994: 46) kebijakan sering digunakan dan 
dipertukarkan dengan tujuan (goal), program (programme), keputusan 
(decision), hukum (law), proposal dan maksud besar tertentu (the large 
certain). Selanjutnya Jones mendefinisikan kebijakan adalah keputusan 
tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) 
tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi 
keputusan tersebut. 
Sementara Eule Prewitt dalam Nawawi (2008: 6) mengemukakan 
kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh 
perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya 
maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). 
Timtuss dalam Nawawi (2008: 6) juga mendefinisikan kebijakan 
sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada 
tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Timtuss berorientasi pada 
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masalah (problem oriented) dan berorientasi pada tindakan (action 
oriented). 
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu 
ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara 
bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai 
tujuan tertentu. 
Selanjutnya, istilah “publik” menurut Abidin (2004: 22) 
menjelaskan bahwa dalam rangkaian kata public policy, “publik” 
mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat, dan umum. Ini dapat 
dilihat dalam dimensi subyek, obyek, dan lingkungan dari kebijakan. 
Dalam dimensi subyek, kebijakan publik adalah kebijakan dari 
pemerintah. Maka itu salah satu ciri kebijakan adalah “what government 
do or not”. Kebijakan dari pemerintahlah yang dianggap kebijakan yang 
resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat 
memaksa masyarakat untuk mematuhinya. 
Abidin (2004: 23) melanjutkan bahwa dalam lingkungan yang 
dikenai kebijakan, pengertian publik disini adalah masyarakat. Sebab itu, 
keputusan menteri, baru dianggap kebijakan publik, jika keputusan atau 
kebijakan tersebut berlaku bagi semua orang dalam hubungan dalam 
bidang tugas menteri yang bersangkutan. Sementara pengertian umum 
dari istilah publik dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya 
tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata 
strategis. Sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum 
untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya. Seorang 
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presiden membuat kebijakan yang bersifat umum, menteri-menteri 
membuat kebijakan pelaksanaan, dan para pejabat eselon I dan II 
membuat kebijakan-kebijakan teknis. 
Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Kebijakan Publik 
menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya. Kebijakan publik 
membahas bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun 
(constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu 
diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. (Dewey 1927 
dalam Parsons 2005: xi). 
Berbeda dengan Dewey, Thomas R. Dye dalam Abidin (2004: 20) 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai whatever government chooses 
to do or not to do (kebijakan adalah pilihan pemerintah untuk melakukan 
atau tidak melakuakn sesuatu). Definisi ini dibuatnya dengan 
menguhubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Harold 
Laswell dan Abaraham Kaplan, dan Carl Friedrich. Easton menyebutkan 
kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk 
masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang 
kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan 
bermasyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya 
dapat mencakup seluruha masyarakar kecuali pemerintah. Sementara 
Laswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang 
diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected 
program of goals, values and practice). Carl Friedrich  mengatakan 
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bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan 
(goal), sasaran (objective), atau kehendak (purpose). 
Dari definisi-definisi tersebut dapat dirumuskan pemahaman 
tentang kebijakan publik. Pertama, kebijakan publlik adalah yang dibuat 
oleh administratur negara atau administratur publik. Jadi, kebijakan publik 
adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh 
pemerintah. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur 
kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang 
seorang atau golongan. Ketiga, dikatakan sebagai kebijakan publik jika 
manfaat yang diperoleh yang bukan pengguna langsung dari produk yang 
dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya. 
Studi kebijakan publik ditentukan oleh beberapa variabel sebagai 
berikut, yaitu : 
1. Tujuan yang akan dicapai oleh sebuah program kebijakan, 
kompleksitas sebuah kebijakan ditentukan adanya kompleksitas 
tujuan, akibatnya semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. 
2. Mempertimbangkan preferensi nilai dalam pembuatan kebijakan. 
Suatu kebijakan akan mengandung berbagai variasi nilai, maka 
semakin sulit bila dibandingkan dengan mencapai hasil yang pada 
aras hanya satu variasi nilai. 
3. Sumber daya pendukung kebijakan, baik mencakup sumber daya 
manusia, sumber daya matrial maupun sumber daya metoda. 
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, baik 
secara teknis, sosial, managerial dan intelektual. 
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5. Lingkungan kebijakan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, 
politik dan sebagainya. 
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, baik 
terkait dengan strategi yang digunakan bersifat top-down approach 
atau bottom-up approach. 
Kebijakan publik menurut Branzely dalam Nugroho (2014) 
merupakan studi yang berkaitan dengan problem yang krusial di 
masyarakat. Dengan adanya problem tersebut, maka diperlukan adanya 
instrumen untuk mengatasinya yang tertuang dalam kebijakan publik. 
Adanya suatu kebijakan publik, pada gilirannya akan menghasilkan 
peraturan perundang-undangan (rule) sebagai barang-barang publik 
(public goods), dalam pengertian lain bahwa kebijakan publik dalam 
bentuk yang konkret sebagai peraturan perundangan yang telah 
dipandang sebagai hal yang menyangkut kepentingan publik, walaupun 
dalam banyak hal pemerintah sering gagal menghasilkan hasil yang 
diinginkan, jika dilihat dari kaca mata kepentingan publik. 
II.1.3 Konsep Implementasi Kebijakan 
Salah satu kajian tentang kebijakan publik yaitu terkait dengan 
implementasi kebijakan. Studi implementasi merupakan suatu kajian 
mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari 
suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan 
suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis 
dengan adanya intervensi sebagai kepentingan. Untuk melukiskan 
kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada 
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pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugence 
Bardach dalam bukunya The Implementation Game (dalam Jones, 1994: 
293) yaitu : 
“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum 
yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi 
merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang 
kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para 
pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk 
melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang 
yang termasuk mereka yang dianggap klien”.  
Sementara Jones sendiri (1994: 295) mengemukakan bahwa 
implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan 
lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan 
dengan tujuan. 
Odoji dalam Nawawi (2009: 131) berpendapat bahwa pelaksanaan 
kebijakan adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada pembuatan 
kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau 
rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 
diimplementasikan.  
Dalam derajat lain, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam 
bukunya Implementation and Public Policy dalam Agustino (2008) 
mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai : 
“pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 
keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara 
tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara 
untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.” 
Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2009: 131) 
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : 
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“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijaksanaan.” 
Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi 
kebijakan menyangkut 3 hal yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran 
kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) 
adanya hasil kegiatan. Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana 
kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada 
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau 
sasaran kebijakan itu sendiri. (Agustino 2008) 
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting 
dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses 
kebijakan keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidak 
pencapaian tujuan hasil akhir (output). Untuk mengimplementasikan 
kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung  
mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui 
formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut 
(Nugroho, 2014 : 657). 
Bardadch dalam Jones (1994: 293) melukiskan dalam mencapai 
kesepakatan di dalam proses kebijakan dan penerapan kesepakatan 
tersebut sangat sulit. Hal tersebut dapat terlihat dari proses pelaksanaan 




Senada dengan pendapat Bardadch, Water William dalam Jones 
(1994: 295) juga menyatakan bahwa masalah yang paling penting dalam 
implementasi kebijakan memindahkan suatu keputusan ke dalam 
kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Cara tersebut adalah 
bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan 
tersebut serta berfungsi dengan baik dalam lingkup lembaganya. Hal 
terakhir mengandung pesan yang lebih jelas dibandingkan dengan 
kesulitan dalam menjembatani jurang pemisah antara keputusan 
kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan. 
William melanjutkan bahwa program atau keputusan hanyalah 
sekedar proposisi tentang pemecahan masalah publik. Lebih jauh tentang 
apa yang akan berlaku sebenarnya merupakan penggabungan pemikiran 
yang merupakan proses tolak angsur dan kompromi. Sebuah program 
berisi tindakan yang diusulkan pemerintah dalam rangak mencapai 
sasaran yang ditetapkan yang pencapaiannya problematis. Program akan 
ada apabila kondisi permulaan yaitu tahappan apabila dari hipotesis 
kebiajakn telah dirumuskan. Kata program sendiri menegaskan 
perubahan dari semua hipotesis menjadi tindakan pemerintah. 
Sedangkan premis awal dari hipotesis tersebut telah diharapkan 
merupakan tahap selanjutnya disebut sebagai penerapan atau 
implementasi. Dapat dikatakan bahwa implementasi suatu kegiatan yang 
dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui 
tiga pilar sebagai berikut : 
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1. Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-
unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan. 
2. Interpretasi: menafsirkan agar program menjadi rencana dan 
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. 
3. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya 
yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. 
Kebijakan yang telah direkomendasikan oleh policy makers 
bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam 
implementasinya. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh para 
implementor mempertimbangkan dampak dari beberapa fase proses 
kebijakan, yaitu: 
1. Permasalahan dan tuntutan secara bertahap didefinisikan kembali 
dalam proses kebijakan. 
2. Para pembuat kebijakan sering mendefinisikan masalah untuk mereka 
yang belum mendefiniskan sendiri. 
3. Program-program yang membutuhkan partisipasi masyarakat dan 
antar pemerintahan bila mengandung berbagai penafsiran tentang 
maksud program itu sendiri. Penafsiran yang tidak konsisten tentang 
tujuan program sering kali tidak terpecahkan. 
4. Program mungkin dapat dilaksanakan tanpa perlu mempelajari 
kegagalan. 
5. Program sering mencerminkan kesepakatan yang dapat mudah 
dicapai ketimbang kepastian yang sesungguhnya. 
6. Banyak program dikembangkan dan dilaksanakan tanpa 
mendefinisikan masalah secara jelas. 
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Makinde dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 85) juga 
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses 
implementasi di negara berkembang. Studi kasus pertama tentang 
permasalahan implementasi tersebut diperoleh dari penelitian di Nigeria. 
Berdasarkan data yang diperolehnya, kegagalan implementasi 
disebabkan antara lain oleh: 
1. kelompok sasaran (target beneficiaris) tidak terlibat dalam 
implementasi program 
2. program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi 
sosial, ekonomi, dan politik 
3. adanya korupsi 
4. sumber daya manusia yang kapasitasnya rendah 
5. tidak adanya koordinasi dan monitoring. 
Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka 
tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada 
satu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual 
maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program 
melibatkan upaya-upaya  policy makers untuk mempengaruhi perilaku 
birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan 
mengatur perilaku kelompok sasaran. 
Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley 
dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 
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1. tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau 
tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, 
2. adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 
3. pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua 
programyang ada terarah. 
Grindle (1980: 10) mengemukakan bahwa untuk mengukur 
kinerja implementasi suatu kebijakan harus memperhatikan variabel 
kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan 
karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat 
berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang 
terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada 
kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan 
kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan 
tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan 
berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan 
dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap 
kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan 
berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses 
implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, 
kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari 
implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. 
Dalam tahap implementasi kebijakan dapat dilihat dari sekuensi 













Gambar 1.  
Sekuensi Implementasi Kebijakan 
 
Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin 
dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun 
suatu dampak (outcome). Namun di sisi lain, implementasi kebijakan 
dipandang sebagai tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan 
undang-undang. Implementasi secara luas mempunyai makna 
pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur 
dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam 
upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. 
Selanjutnya, yang perlu dicermati juga adalah “siapa aktor” 
implementasi kebijakan. Berikut ini digambarkan pilihan pelaksana 
















Gambar 2.  
Aktor Implementasi Kebijakan 
 
 Pelaksana kebijakan senantiasa diawali dari aktor negara atau 
pemerintah sebagai agensi eksekutif. Namun demikian, kita dapat melihat 
bahwa ada empat pilihan aktor implementasi yang sesungguhnya, yaitu: 
1. Pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diambil masuk dalam kategori 
directed, atau berkenaan dengan eksistensi negara bangsa. 
Kebijakan disini disebut sebagai existensial driven policy. Pertahanan, 
keamanan, penegakan keadilan, dan sebagainya. Meskipun 
masyarakat dilibatkan, namun perannya seringkali dikategorikan 
sebagai periferal. 
2. Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. 
Kebijakan-kebijakan yang government driven policy. Termasuk di 
dalamnya pelayanan KTP dan Kartu Keluarga yang melibatkan 
jaringan kerja non-pemerintah di tingkat masyarakat. 
3. Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. 
Kebijakan-kebijakan yang socielty driven policy. Termasuk di sini 
kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat, namun 















panti sosial, yayasan kesenian, hingga sekolah-sekolah non 
pemerintah. 
4. Masyarakat sendiri, yang dapat disebut sebagai people atau private 
driven policy. Termasuk di dalamnya kebijakan pengembangan 
ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai 
kegiatan bisnis. 
Tentu saja, pemilihan ini tidak seekstrem yang digambarkan 
karena pada dasarnya implementasi kebijakan senantiasa dilakukan oleh 
dua aktor secara bersama-sama: state and society. Karena kebijakan 
publik adalah kepentingan dari aktor yang sama pula: state and society. 
II.1.4 Pengertian Implementasi Inovasi 
Steelman (2010: 8) dalam bukunya Implementing Innovation 
menjelaskan bahwa: 
“Policy innovation focuses on how innovations appear, are chosen, or 
are diffused, while the complexities of implementing, evaluating, or 
terminating innovations have received significantly less attention. In 
much of the policy literature, innovation begins when new ideas are 
placed on the agenda. This can occur when a new policy idea 
coincides with a favorable political environment and an appropriately 
framed problem definition.” 
Dari penegertian di atas diketahui bahwa inovasi kebijakan 
berfokus pada bagaimana inovasi muncul, dipilih, atau disebarkan, 
sedangkan kompleksitas implementasi, evaluasi, atau mengakhiri inovasi 
telah menerima kurang perhatian. Dalam banyak literatur kebijakan, 
inovasi dimulai ketika ide-ide baru ditempatkan dalam agenda. Hal ini 
dapat terjadi ketika ide kebijakan baru bertepatan dengan lingkungan 
politik yang menguntungkan dan definisi masalah tepat dibingkai. 
30 
 
Dari perspektif top-down, efektivitas menerapkan inovasi 
kebijakan ialah menyelaraskan fungsi struktur formal dan insentif. 
Implementasi adalah proses administrasi yang rasional dengan struktur 
formal kelembagaan, informasi terfokus, dan alokasi sumber daya pusat 
untuk tujuan kebijakan. 
II.2 KONSEP IMPLEMENTASI INOVASI 
Konsep implementasi inovasi yang diikemukakan Steelman (2010: 
16) dalam bukunya Implementing Innovation menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan inovasi ada kondisi ideal yang mendorong inovasi dari waktu 
ke waktu. Kondisi ideal tersebut tergambarkan dari beberapa faktor atau 
kegiatan yang saling terkait. Faktor yang dimaksud adalah faktor individu, 
faktor struktur dan faktor budaya. Faktor-faktor ini menggambarkan 
bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur yang mengelilingi mereka 
dan bagaimana budaya mempengaruhi baik struktur dan individu. 
1. Faktor Individu 
Faktor individu meliputi: (1) motivasi, (2) norma-norma dan 
harmoni, dan (3) keselarasan. Motivasi merupakan stimulus yang 
mendorong individu untuk mengubah situasi dan status dengan 
memilih pilihan rasional dari gambaran teori kelembagaan, teori 
kebijakan dan teori manajemen. Motivasi memperhitungkan apa yang 
mendorong kebijakan pengusaha atau pemimpin untuk melakukan 
perubahan. Teori motivasi sebagai pendukung orang-orang 
termotivasi untuk melakukan perubahan. Demikian juga, orang-orang 
yang paham teori mampu merancang solusi alternatif. Hal ini 
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menunjukkan bahwa mereka harus memiliki beberapa tingkat 
kewenangan untuk melakukan perubahan. 
Norma dan harmoni menggambarkan keinginan individu untuk 
menjalin hubungan kerja yang baik. Teori implementasi bottom-up 
dan institusionalisme sosiologis mengatakan bahwa jika norma kerja 
konsisten dengan implementasi inovasi, maka keharmonisan kerja 
akan bertahan sehingga lebih mudah bagi individu untuk bekerja 
sama dan melakukan praktek inovatif. Jika inovasi tidak konsisten 
dengan norma-norma kerja, maka individu yang ingin mengejar 
praktek inovatif kemungkinan akan mengalami ketidakharmonisan 
dengan teman kerja lainnya. 
Keselarasan/kesesuaian menyiratkan nilai-nilai individu dalam 
budaya organisasi. Jika nilai-nilai individu tidak sesuai atau tidak 
selaras dengan nilai-nilai lembaga (budaya organisasi), maka sulit 
bagi individu tersebut untuk melakukan praktek inovatif. 
2. Faktor Struktur 
Struktur mencakup (1) aturan dan komunikasi, (2) insentif, (3) 
keterbukaan, dan (4) keseimbangan. Aturan dan komunikasi yang 
berasal dari teori implementasi top-down, menunjukkan bahwa 
struktur dalam inovasi yang berlangsung harus menyediakan 
dukungan administrasi yang jelas untuk praktek inovatif. Jika struktur 
administrasi mendorong jalur komunikasi yang jelas, aturan tertulis, 
dan pertukaran informasi jelas, maka kesempatan untuk 
melaksanakan atau mengimplementasikan inovasi berpeluang besar. 
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Insentif ditarik dari pilihan rasional institusionalisme dan teori 
implementasi top-down, yang menyiratkan bahwa kalkulus untung-
rugi individu untuk berpartisipasi dalam praktek inovatif dapat 
diarahkan sesuai dengan insentif yang tepat. Jika struktur 
memberikan insentif yang tepat, maka kesempatan praktik inovasi 
akan lebih baik atau lebih mudah dilaksanakan dari waktu ke waktu. 
Keterbukaan menunjukkan bahwa struktur politik harus 
terbuka untuk mengubah dan membuka kesempatan agar semua 
struktur politik tidak sama baik individu atau kelompok. Jika struktur 
kesempatan politik tertutup dalam memilih kelompok hal tersebut sulit 
menciptakan sebuah perubahan inovatif. Jika struktur bersifat terbuka 
maka lebih mudah untuk menciptakan perubahan pada tingkat 
operasional dalam struktur politik. Hal ini dikarenakan inovasi tidak 
terlepas dari struktur yang ada dan dinamika kekuasaan. 
Penolakan dalam hal ini akan mengatasi kekuatan dinamika, 
kelompok kepentingan, dan monopoli kebijakan dalam struktur yang 
dapat menghambat perubahan (inovasi). 
3. Faktor Budaya 
Budaya memerlukan (1) guncangan, (2) pengelompokkan, dan 
(3) pengakuan. Guncangan merujuk pada peristiwa katalitik yang 
memberikan kesempatan untuk megingat kembali sesuatu yang 
kemungkinan akan menghasilkan perubahan. Sebuah guncangan 




Pengelompokkan menyiratkan bahwa definisi masalah yang 
lebih luas sehingga menghasut tindakan untuk melakukan sebuah 
alternatif solusi. Dengan kata lain, pengelompokkan dilakukan sesuai 
persepsi masyarakat untuk membuat mereka merasa dirugikan 
sehingga memberikan dorongan untuk mengambil tindakan dan 
melakukan perubahan. 
Terakhir, pengakuan yang diusulkan oleh lembaga sosiologis, 
menunjukkan bahwa praktek-praktek inovatif dapat diadopsi dan 
dipertahankan karena mereka memvalidasi organisasi atau instansi 
dalam cara yang berarti dalam budaya yang lebih luas di mana 
organisasi beroperasi. 
Hipotesis menunjukkan bahwa ketika faktor individu, faktor 
struktur, dan faktor budaya selaras dan berkelanjutan, maka probabilitas 
meningkatkan inovasi dapat diimplementasikan. Ketika faktor tidak sejajar 
dan/atau tidak didukung pada satu atau lebih dalam tingkat hierarki, maka 
probabilitas untuk melakukan inovasi menurun. 
Untuk lebih menjelaskan unsur dari ketiga faktor tersebut dapat 
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Sumber: Steelman “Implementing Innovation” (2010: 17) 
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Dari penjelasan serta hasil tabel di atas dapat ditarik sebuah 
kesimpulan : 
a. individu yang memiliki motivasi tinggi dan bekerja sesuai norma-
norma lembaga atau budaya organisasi akan mendukung inovasi atau 
praktek inovatif; 
b. struktur yang memfasilitasi aturan yang jelas dan komunikasi, insentif 
yang mendorong kepatuhan terhadap praktek inovatif, lingkungan 
politik yang terbuka untuk inovasi, dan kesadaran perlawanan dan 
langkah-langkah untuk mengatasi, mengurangi, atau menetralisir 
oposisi; dan 
c. strategi untuk membingkai masalah untuk mendukung praktek 
inovatif, memanfaatkan guncangan atau fokus peristiwa jika terjadi, 
dan adanya pengakuan akan meningkatkan terjadinya inovasi. 
Ketiga faktor tersebut juga memiliki keterkaitan satu dengan yang 
lain. Jika faktor individu berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi 
faktor struktur dan faktor budaya. Begitu pula sebaliknya. Hubungan 












Gambar 3. Relationships among Individual, Structural, and Cultural 
Factors That Influence the Implementation of Innovation 
Sumber: Steelman “Implementing Innovation” (2010: 18) 
 
II.3 KERANGKA PIKIR 
 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melihat bagaimana 
inovasi implementasi program PINDU di Kabupaten Pinrang dari segi 
faktor struktur dengan menggunakan teori yang dikemukakan Steelman 
(2010). Indikator tersebut ialah sebagai berikut. 
1. Aturan dan komunikasi menunjukkan bahwa dukungan administrasi 
yang jelas akan mendukung praktek inovatif. Aturan dan administrasi 
yang teratur dan jelas, akan memudahkan pertukaran informasi 
sehingga kesempatan untuk melaksanakan atau 
mengimplementasikan inovasi tersebut berpeluang besar. 
2. Insentif menyiratkan bahwa kesediaan sarana dan prasarana yang 
sesuai dan tepat, maka akan mendukung praktek inovatif dapat 
















3. Keterbukaan ditunjukkan dari struktur politik yang terbuka. Jika 
struktur bersifat terbuka maka lebih mudah untuk melakukan sebuah 
perubahan.  
4. Penolakan dilihat dari kekuatan dinamika, kelompok kepentingan, dan 
monopoli kebijakan dalam struktur yang dapat menghambat 
perubahan (inovasi).  
Dengan indikator tersebut maka akan menghasilkan hasil 
penelitian implementasi dari program PINDU. Oleh karena itu kerangka 
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III.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 
Dalam peneitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut 
Creswell dalam Heriansyah (2011: 8) menyatakan bahwa penelitian 
kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih  dimaksudkan 
untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial 
dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang 
disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, 
serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa 
pun dari peneliti. 
Pemilihan pendekatan ini agar peneliti dapat menyajikan data apa 
adanya serta berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang 
ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang 
berlangsung di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) di 
Kabupaten Pinrang sehingga dapat diketahui implementasi program 
tersebut serta besarnya peluang bagi para staf PINDU untuk melakukan 
inovasi.  
Untuk mengetahui dan menggambarkan objek penelitian, maka 
peneliti menggunakaan teknik deskriptif. Bahwasanya penelitian deskriptif 
kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-
keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung. Pada hakikatnya 
penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status 
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sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat 
deskriptif,gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. 
Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya 
mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi 
yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif 
kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi atau 
gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah serta memahami dan 
menjelaskan data secara sistematis. 
III.2 Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian merupakan locus atau suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kabupaten Pinrang tepatnya di kantor Bupati Pinrang Lantai I Jl. Bintang 
Nomor 1 Kabupaten Pinrang tepatnya di Bagian Tata Kelola Organisasi 
yang secara langsung mengelola program PINDU, dan sekretariat pusat 
PINDU. Alasan pemilihan lokasi di Kabupaten Pinrang karena pemerintah 
Kabupaten Pinrang memberikan terobosan inovatif dalam mengelola 
pengaduan masyarakat. 
III.3 Informan Penelitian 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya 
hasil yang representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan 
mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan 
yang dimaksud adalah: 
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1. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana 
2. Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Analisis Jabatan 
3. Koordinator Tim Teknis PINDU 
4. 2 (Dua) orang Tenaga Pelayanan Informasi 
5. 1 (satu) orang Tenaga Pelayanan Pengaduan 
6. 1 (satu) orang Tenaga Pengelola Website Pengaduan dan 
Perpustakaan 
7. 3 (tiga) orang Operator SKPD 
8. 6 (enam) orang Pengguna Layanan PINDU 
Jadi, total informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 
orang. 
III.4 Jenis dan Sumber Data 
 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen 
dan lain-lain. Data hasil penelitian didapatkan melalui sumber data: 
1. Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012: 156). 
Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari sumber data 
yaitu berasal dari informan-informan yang terlibat langsung sebagai 
pelaksana program tersebut. 
2. Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 
orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012: 156). Data sekunder 
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pada penelitian ini merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber-
sumber bacaan, baik berupa dokumen, laporan, jurnal, ataupun buku 
yang berkaitan fokus penelitian. 
III.5 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang 
khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Fokus 
penelitian dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi 
melalui logika empiris. Untuk memperjelas batasan-batasan dalam 
penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada analisis 
inovasi implementasi dikemukakan Toddy A. Steelman. Steelman 
mengungkapkan bahwa ada tiga kategori dalam inovasi implementasi 
yaitu faktor individu, faktor struktur, dan faktor budaya. Dalam penelitian 
ini akan berfokus pada analisis inovasi dari faktor struktur yang 
mencakup: 
1. aturan dan komunikasi, dilihat dari aturan administrasi, komunikasi 
serta pertukaran informasi mengenai PINDU 
2. insentif, dilihat dari sarana dan parasarana yang disediakan 
3. keterbukaan, dilihat dari transparansi serta keterbukaan antar struktur 
4. penolakan, dilihat dari penolakan atas tekanan atasan kepada 
bawahan serta pengaruh dari kelompok-kelompok berkepentingan. 
III.6 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data 
primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data tersebut peneliti 




Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk 
memperoleh informasi dan keterangan lisan melalui dialog antar 
peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti akan 
melakukan wawancara dengan narasumber atau informan yang 
berhubungan erat dengan program yang diteliti. 
2. Observasi 
Observasi atau pengamatan (Emzir, 2010: 37) didefinisikan 
sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau 
sesuatu. Observasi dapat dibedakan berdasarkan peran peneliti, 
menjadi observasi partisipan (paticipant observation) dan observasi 
non-partisipasi (non-participant observation). Dalam penelitian ini, 
peneliti akan menggunakan observasi non-partisipasi (non-participant 
observation) yaitu peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi 
sosial kejadian yang menjadi topik penelitian tanpa partisipasi aktif di 
dalamnya. 
3. Kajian Kepustakaan  
Kajian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan 
data dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku 
kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-
teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Dalam penelitian 
ini kajian kepustakaan yang diperoleh bersumberdari buku, skripsi, 
surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan 




III.8 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah 
kualitatif fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan 
atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang 
didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian 
ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam 
memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. 
Menurut Creswell dalam Herdiansyah (2011: 68), terdapat 
beberapa prosedur dalam melakukan studi fenomenologi. Pertama, 
peneliti harus memahami perspektif dan filosofi yang ada di belakang 
pendekatan yang digunakan, khususnya mengenai konsep studi 
“bagaimana individu mengalami suatu fenomena yang terjadi”. Konsep 
epoche merupakan inti ketika peneliti mulai menggali dan mengumpulkan 
ide-ide mereka mengenai fenomena dan mencoba memahami fenomena 
yang terjadi menurut sudut pandang subjek yang bersangkutan. Konsep 
epoche adalah mengesampingkan atau menghilangkan semua prasangka 
(judgement) peneliti terhadap suatu fenomena. Artinya, sudut pandang 
yang digunakan benar-benar bukan merupakan sudut pandang peneliti, 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Profil Kabupaten Pinrang 
Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang adalah salah satu 
daerah dari 23 Kabupaten/Kota yang letaknya berada di bagian barat 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 182 km arah 
utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi letak 
geografis yaitu 3°19’13” sampai 4°10’30” lintang selatan dan 119°26’30” 
sampai 119°47’20” bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang 
terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Kabupaten Pinrang 
memiliki luas wilayah 196.177 ha atau 1.961,77 km² dengan batas-batas 
sebagai berikut: 
1. sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, 
2. sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, 
3. sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat 
Makassar, 
4. sebelah Selatan dengan Kota Parepare. 
Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 km 
sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran 
rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan 
pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah 
Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi 
pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) 
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untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl (60,41%), 
ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%). 
Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 sebesar ± 
361.293.00 jiwa yang terdiri atas 175.115 jiwa laki-laki dan 186.178 jiwa 
perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km². 
IV.1.2 Pemerintahan Kabupaten Pinrang 
Pemerintahan Kabupaten Pinrang dipimpin oleh H. A. Aslam 
Patonangi, SH, M.Si selaku Bupati dan Muh. Darwis Bastama, SP 
sebagai Wakil Bupati dengan masa kepemimpinan tahun 2014 hingga 
2019. Adapun visi, misi dan motto Kabupaten Pinrang tahun 2014 – 2019 
adalah sebagai berikut. 
1. VISI : 
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA SECARA 
DINAMIS MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN, AKSELERASI, 
PRODUKTIVITAS KAWASAN DAN REVITALISASI PERAN POROS 
UTAMA PEMENUHAN PANGAN NASIONAL.” 
2. MISI : 
a. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan 
kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan 
pengembangan karakter pemuda yang tangguh. 
b. Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta 
pengembangan nilai-nilai demokrasi. 
c. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia 
termasuk pengarusutamaan gender. 
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d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur pemerintah. 
e. Memantapkan tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. 
f. Mengembangkan kerjasama dan integrasi pembangunan. 
g. Meningkatkan fungsional infrastruktur serta jaringan pengairan dan 
koridor perdagangan komoditas unggulan. 
h. Mengembangkan kawasan andalan dan kegiatan ekonomi produktif 
masyarakat. 
i. Mengentaskan penduduk miskin dan perluasan kesempatan kerja 
melalui pendekatan multi sektor. 
j. Melestarikan lingkungan dan pengelolaan potensi bencana. 
k. Mengembangkan penciptaan masyarakat sejahtera dan derajat 
kesehatan yang semakin meningkat dan kualitas pendidikan yang 
semakin membaik. 
3. MOTTO : 
“PINRANG BERSERI (Pinrang Bersih, Sehat, Elok, Rapih dan Indah)” 
IV.2 PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Kabupaten 
Pinrang 
IV.2.1 Latar Belakang Terbentuknya PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan) Kabupaten Pinrang 
Pemerintahan yang baik dan berintegrasi merupakan pondasi 
untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Dalam perspektif tersebut 
terdapat 2 (dua) aspek pokok yaitu membangun kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga 
masyarakat. Dalam pembangunan, warga masyarakat tidak hanya 
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sebagai sasaran atau penerima manfaat saja (beneficeris of 
development), melainkan sekaligus sebagai pelakunya (subject of 
development). (Fatimah, 2015: 67) 
Setiap warga masyarakat dijamin haknya oleh undang-undang 
untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang baik. Ketersediaan 
informasi akan membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) pada semua tingkatan sehingga melahirkan SDM yang 
berwawasan baik, produktif dan kompetitif. Pelayanan terbaik bagi publik 
akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam 
pelaksanaan aktivitas ekonomi warga masyarakat, pembangunan sarana 
dan prasarana transportasi, sanitasi dan kesehatan, pendidikan, energi, 
pariwisata, serta administrasi dan kependudukan. 
Dalam upaya mendekatkan warga masyarakatnya dengan sumber 
informasi serta menyediakan pelayanan yang baik, Bupati Kabupaten 
Pinrang membentuk Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
(PINDU). PINDU hadir  dalam rangka meningkatkan praktek demokrasi 
pemerintahan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pengawasan program pembangunan, peningkatan 
kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Selain itu, PINDU menjadi 
sarana masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyampaikan  
pengaduan melalui berbagai media  yang mudah diakses dan terpadu 
dengan seluruh  Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup 
Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
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Tepat pada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia 
yang ke-69 yakni tanggal 17 Agustus 2014 dilakukan pencanangan 
(launching) beroperasinya secara resmi Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang. Pencanangan tersebut 
dilakukan oleh Bupati Pinrang yang turut dihadiri Wakil Bupati Pinrang, 
pejabat lingkup Kabupaten Pinrang, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
masyarakat umum dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati 
Pinrang menyampaikan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparansi maka dibentuklah 
PINDU. Kehadiran PINDU ini diharapkan agar masyarakat dapat dengan 
mudah menjangkau dan memperoleh informasi yang dibutuhkan serta 
berpartisipasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik 
pada semua aspek pembangunan, melakukan kontrol atau pengawasan 
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
IV.2.2 Profil PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Kabupaten 
Pinrang 
Dengan menerapkan sistem berbasis online dan dukungan 
perangkat teknologi modern, kepentingan warga masyarakat Pinrang 
akan disediakan dan dilayani dengan baik dengan cara yang sederhana, 
mudah dan efektif. Dalam operasionalisasinya, Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan (PINDU) dikelola  oleh Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana Kabupaten Pinrang, dengan Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 25 Tahun 2014, tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi 
dan Pengaduan (PINDU) Kabupten Pinrang, dan Surat Keputusan Bupati 
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Pinrang Nomor: 060/36/2015 tentang Penetapan Pengelola Pusat 
Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang. 
PINDU terdiri atas 2 (dua) petugas pelayanan informasi dan 1 
(satu) orang petugas pelayanan pengaduan yang bertugas untuk 
memfasilitasi, memediasi, menerima serta mengelolah informasi maupun 
pengaduan serta memantau dan mengevaluasi pemberian informasi dan 
penyelesaian pengaduan. Terdapat pula 1 (satu) orang petugas 
pengelola website dan perpustakaan serta sebagai koordinator tim teknis 
PINDU yang bertugas mengelola website PINDU, mengelola 
perpustakaan PINDU serta mengkoordinasi petugas-petugas PINDU 
lainnya. 
Untuk mendapatkan informasi, warga masyarakat dapat 
memanfaatkan perpustakaan atau menggunakan fasilitas internet gratis 
yang telah disediakan. Sementara, untuk menyampaikan pengaduan 
pelayanan warga masyarakat bisa menghubungi melalui SMS (Short 
Message Service), telepon/fax, membuka aplikasi resmi atau datang 
langsung ke PINDU. 
Adapun visi, misi, motto dan sasaran PINDU adalah sebagai 
berikut. 
1. VISI dari Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) 
Kabupaten Pinrang yaitu : 
“Mewujudkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat untuk 




2. MISI dari Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) 
Kabupaten Pinrang yaitu :  
a. Memperkuat kesadaran aparatur tentang tugas pokok dan fungsinya 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan publik; 
b. Membangun kesadaran masyarakat tentang posisi dan perannya 
dalam pembangunan kemasyarakatan;  
c. Memperkuat aksesibilitas informasi bagi masyarakat yang terkait 
dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
masyarakat  
d. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan masyarakat yang 
mudah, cepat dan praktis; 
3. MOTTO dari Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) 
Kabupaten Pinrang “One Step to The Answer (Selangkah 
Dapatkan Jawaban)” 
4. Sasaran dari Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) 
Kabupaten Pinrang. 
a. Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengenali 
kebutuhan masyarakat. 
1) Kebijakan pemerintah yang umumnya disusun secara top-down  
seringkali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak 
efektif dan efesien.  
2) Selama ini, saluran penyampaian kebutuhan masyarakat hanya 
terbatas pada jaring aspirasi masyarakat  yang dilakukan oleh 
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lembaga  legislatif dan musyawarah perencanaan 
 pembangunan (musrenbang)  yang dilakukan setahun sekali.  
3) Melalui PINDU, masyarakat  bisa  menyampaikan informasi dan 
pengaduan setiap hari sehingga memungkinkan Pemerintah 
dapat lebih cepat mengenali dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
b. Memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyusun agenda dan 
skala prioritas Data pengaduan dan lnformasi dari masyarakat yang 
masuk setiap hari, memudahkan pemerintah daerah menyusun 
maupun menentukan agenda dan skala prioritas kebutuhan 
masyarakat.  
c. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan Informasi, 
pengaduan pertanyaan dan saran kepada pemerintah daerah. 
Melalui PINDU, masyarakat tidak lagi kesulitan menyampaikan 
informasi dan pengaduan; tak lagi menghadapi birokrasi yang 
berbelit-belit , oknum pungli dan ketidakpastian atas tindak  lanjut 
dari informasi dan pengaduan yang mereka berikan. lnformasi dan 
pengaduan warga dapat disampaikan dengan banyak cara yaitu 
melalui pesan singkat  (SMS) ,email, surat,telepon maupun situs 
web PINDU dan dipastikan sampai ke jajaran perangkat pemerintah  
daerah.  
d. Meningkatkan kinerja dan komitmen aparat dan tanggung jawab 
aparat  atas  layanan  kepada masyarakat. Setiap SKPD 
berkewajiban merespons atau menindaklanjuti informasi dan 
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pengaduan masyarakat dalam 2 X 24 jam sehingga dituntut untuk 
meningkatkan kinerja dan komitmennya 
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan 
pembangunan. Masyarakat dapat berpartisipasi sebagai pemantau, 
pengawas dan pemberi  saran dalam pelaksanaan pemerintahan 
dan pembangunan melalui wadah PINDU. 
f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD dalam 
melayani masyarakat. Tuntutan untuk merespon/menindaklanjuti 
pertanyaan atau aduan masyarakat secara cepat diharapkan 
mampu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD 
lingkup Pemkab Pinrang. 
g. Meningkatkan peran PPID masing-masing SKPD. Pejabat 
Pengelola Informasi Daerah yang ada di masing-masing SKPD 
dapat mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat terhadap informasi 
terkait SKPD masing-masing 
IV.2.3 Struktur Organisasi PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan) Kabupaten Pinrang 
Dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2014 tentang 
Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pemerintah 
Kabupaten Pinrang telah dibentuk susunan organisasi yang memiliki 
tugas pokok dan fungsi masing-masing. Susunan organisasi tersebut 
terdiri dari: 
1. Tim Pengarah meliputi : 
a. Pembina, adalah Bupati dan Wakil Bupati yang bertugas membina 
pelaksanaan kegiatan PINDU;  
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b. Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah yang bertugas 
melaksanakan pertanggungjawaban atas kegiatan PINDU; 
c. Penasehat adalah Staf Ahli yang bertugas memberikan saran dan 
pertimbangan; 
d. Koordinator adalah Asisten yang bertugas mengarahkan kegiatan 
PINDU;  
e. Ketua adalah Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan PINDU; 
f. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas 
membantu Ketua; dan 
g. Anggota adalah Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kepala Sub 
Bagian SDM Aparatur serta para Pejabat Fungsional Umum pada 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yang mempunyai tugas 
membantu Ketua dan Wakil Ketua. 
2. Tim Teknis meliputi: 
a. Koordinator Tim Teknis PINDU; 
b. Tenaga Pelayanan Informasi; 
c. Tenaga Pelayanan Pengaduan; 
d. Tenaga Pengelola Website Pengaduan dan Perpustakaan; dan 
e. Operator PPID SKPD. 
Untuk lebih jelasnya, berikut gambar struktur organisasi Pusat 




































Gambar 5. Struktur Organisasi  Pusat Pelayanan Informasi dan     









IV.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi 
dan Pengaduan) Kabupaten Pinrang 
Dari hasil penelitian dan wawancara peneliti dengan tim teknis 
PINDU diketahui jabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing petugas. 
Berikut penjabarannya. 
1. Koordinator tim teknis PINDU 
a. Koordinator tim teknis PINDU adalah aparatur sipil negara yang 
diangkat sebagai koordinator PINDU melalui Keputusan Bupati 
yang mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan 
harian PINDU. 
b. Koordinator tim teknis PINDU mempunyai fungsi 
bertanggungjawab atas pelaksanaan harian pelayanan informasi 
dan penanganan pengaduan di PINDU serta mengkoordinasikan 
pelaksanaannya dengan seluruh SKPD/Pejabat terkait. 
c. Uraian tugas koordinator tim teknis PINDU adalah sebagai berikut: 
1) Mengkoordinir penerapan etika pelayanan PINDU dalam 
memberikan pelayanan; 
2) Mengkoordinir pelaksanaan Pelayanan Informasi dan 
Penanganan Pengaduan di PINDU; 
3) Memberikan petunjuk/arahan kepada pengelola informasi dan 
pengelola pengaduan dalam melaksanakan tugasnya; 
4) Memantau secara rutin (paling cepat setiap 15 menit) dan 




5) Mengkoordinasikan tindak lanjut atas permohonan informasi 
dan pengaduan dengan pengelola informasi, pengelola 
pengaduan, petugas SKPD serta pejabat terkait; 
6) Mengevaluasi hasil kerja pengelola informasi, pengelola 
pengaduan dan petugas SKPD; 
7) Membuat laporan kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi 
dan penanganan pengaduan melalui PINDU secara rutin dan 
berkala (sekali dalam sepekan); 
8) Mengkoordinir pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana di PINDU; 
9) Mengkoordinir pengelolaan  website PINDU; 
10) Mengkoordinir pengelolaan  Perpustakaan PINDU; 
11) Mengkoordinir pemutakhiran data yang menjadi kewenangan 
PINDU; dan 
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi. 
2. Tenaga Pelayanan Informasi 
a. Tenaga Pelayanan Informasi PINDU adalah aparatur sipil negara 
yang diangkat sebagai Pengelola PINDU melalui Keputusan 
Bupati yang bertugas melayani permohonan informasi. 
b. Tenaga pelayanan informasi mempunyai fungsi dalam pelayanan 
permohonan informasi yang diajukan pengguna 
layanan/masyarakat secara lisan maupun tertulis serta 
mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan koordinator. 
c. Uraian tugas tenaga pelayanan informasi adalah sebagai berikut: 
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1) Melaksanakan etika pelayanan PINDU dalam memberikan 
pelayanan; 
2) Menerima permohonan informasi dari pengguna layanan 
sesuai dengan etika dan tata cara pelayanan informasi di 
PINDU; 
3) Menanyakan/Mengecek identitas pengguna layanan; 
4) Mengisi formulir permohonan informasi sebagaimana terdapat 
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini; 
5) Menggali Informasi terkait permohonan pengguna layanan 
dengan menggunakan pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan, 
kenapa, dan bagaimana; 
6) Melakukan verifikasi kemudian konfirmasi terhadap isi formulir 
permohonan informasi kepada pengguna layanan. Bila 
pengguna layanan telah menyetujui isi formulir tersebut maka 
petugas PINDU meminta pengguna layanan untuk 
menandatangani formulir yang telah diisi; 
7) Memberikan nomor registrasi/ID tiket penerimaan permohonan 
informasi kepada pengguna layanan dan menjelaskan cara 
penggunaannya dalam  memantau tindak lanjut permohonan 
informasi/ penanganan pengaduannya; 
8) Melakukan penelaahan terhadap permohonan informasi yang 
diterima; 
9) Menyampaikan respon terhadap permohonan pelayanan 
informasi kepada pengguna layanan. 
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Apabila materi permohonan informasi telah tersedia di PINDU 
dan telah menjadi kewenangan petugas  PINDU  untuk 
menyampaikan, maka akan direspon langsung oleh Petugas 
PINDU.  Namun apabila  materi informasi yang dimohonkan 
bukan kewenangan PINDU dan/atau memerlukan koordinasi 
dan sejumlah waktu dalam penyediaannya, maka akan 
direspon dengan memberikan informasi kepada pengguna 
layanan bahwa informasi yang diajukan belum termasuk 
kewenangan petugas PINDU dan/atau  akan diproses terlebih 
dahulu, Pengguna Layanan akan memperoleh informasi awal 
terkait perkembangan tindak lanjut dan/atau hasil dari 
permohonannya paling lama dalam kurun waktu 2 kali 24 jam; 
10) Menyalurkan permohonan informasi yang bukan kewenangan 
PINDU kepada SKPD/pejabat terkait untuk diproses melalui 
operator PPID SKPD, dengan terlebih dahulu berkoordinasi 
dengan koordinator PINDU; 
11) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut 
permohonan informasi yang dilakukan oleh SKPD / Pejabat 
terkait;  
12) Menyampaikan respon awal terhadap perkembangan tindak 
lanjut dan/atau hasil dari permohonan informasi yang bukan 
kewenangan PINDU kepada pengguna layanan sesuai 
dengan respon yang masuk dari SKPD/pejabat  terkait, paling 
lama dalam kurun waktu  2 kali 24 Jam; 
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13) Mengelola data yang telah menjadi kewenangan petugas 
PINDU untuk diinformasikan sesuai dengan materi 
permohonan informasi dari pengguna layanan; 
14) Menghimpun dan memutakhirkan data/informasi secara 
berkala;  
15) Mengelola website Informasi PINDU sesuai arahan dari 
koordinator; 
16) Mengecek secara rutin dan berkala (paling cepat setiap 15 
menit) permohonan informasi dan tindak lanjutnya yang masuk 
ke PINDU melalui berbagai saluran layanan yang disediakan; 
17) Memelihara sarana dan prasarana di PINDU; 
18) Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi secara rutin 
dan berkala; dan 
19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan 
koordinator sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
3. Tenaga Pelayanan Pengaduan 
a. Tenaga pelayanan pengaduan adalah aparatur sipil negara yang 
diangkat sebagai petugas PINDUmelalui Keputusan Bupati yang 
mempunyai tugas melayani pengaduan. 
b. Tenaga pelayanan pengaduan mempunyai fungsi dalam 
pelayanan pengaduan yang diajukan pengguna 
layanan/masyarakat secara lisan maupun tertulis serta 
pengkoordinasian penanganannya dengan koordinator. 




1) Melaksanakan etika pelayanan PINDU dalam memberikan 
pelayanan; 
2) Menerima pengaduan dari pengguna layanan sesuai dengan 
etika dan tata cara pelayanan Pengaduan di PINDU; 
3) Menanyakan / Mengecek identitas pengguna layanan; 
4) Mengisi formulir permohonan pengaduan sesuai format 
sebagaimana terdapat pada aplikasi pengaduan di website  
dengan alamat www.pindu.pinrangkab.go.id; 
5) Menggali informasi terkait pengaduan pengguna layanan 
dengan menggunakan pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan, 
kenapa, dan bagaimana, serta meminta bukti-bukti pendukung 
pengaduan;  
6) Melakukan verifikasi kemudian konfirmasi terhadap isi formulir 
pengaduan kepada pengguna layanan. Bila pengguna layanan 
telah menyetujui isi formulir tersebut maka petugas PINDU 
akan melanjutkan proses pengaduan hingga tahap akhir di 
aplikasi pengaduan website dan memindahkan isi formulir 
pengaduan website ke formulir manual sebagaimana terdapat 
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini, untuk selanjutnya ditandatangani  
oleh pengguna layanan;  
7) Memberikan nomor registrasi/ID tiket penerimaan pengaduan 
kepada pengguna layanan dan menjelaskan cara 




8) Melakukan penelahaan terhadap isi pengaduan yang diterima 
dari berbagai saluran layanan yang disiapkan oleh PINDU; 
9) Menyampaikan respon terhadap pengaduan yang materinya 
menjadi kewenangan petugas  PINDU  untuk merespon. 
Respon diberikan dengan terlebih dahulu melakukan 
koordinasi dengan koordinator PINDU; 
10) Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangan PINDU 
kepada SKPD/pejabat terkait untuk diproses melalui operator 
SKPD/petugas PINDU, dengan terlebih dahulu berkoordinasi 
dengan koordinator PINDU. Penyaluran pengaduan dilakukan 
dengan menggunakan saluran layanan website ; 
11) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan 
pengaduan yang dilakukan oleh SKPD/Pejabat terkait; 
12) Menyampaikan respon awal terhadap perkembangan tindak 
lanjut dan/atau hasil penanganan pengaduan  yang bukan 
kewenangan PINDU kepada pengguna layanan sesuai 
dengan respon yang masuk dari SKPD/pejabat  terkait, paling 
lama dalam kurun waktu  2 x 24 Jam; 
13) Mengelola Website Pengaduan PINDU sesuai arahan dari 
koordinator; 
14) Mengecek secara rutin dan berkala (paling cepat setiap 15 
Menit)  pengaduan dan penanganan pengaduan yang masuk 
ke PINDU melalui berbagai saluran layanan yang disediakan; 
15) Memelihara sarana dan prasarana di PINDU; 
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16) Membuat laporan kegiatan penanganan pengaduan secara 
rutin dan berkala; dan 
17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan 
koordinator sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
4. Tenaga Pengelola Website Pengaduan dan Perpustakaan 
a. Tenaga Pengelola Website Pengaduan dan Perpustakaan adalah 
Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai tenaga pengelola 
website pengaduan dan perpustakaan di PINDU melalui 
Keputusan Bupati yang mempunyai tugas mengelola website 
pengaduan dan perpustakaan PINDU. 
b. Tenaga pengelola website pengaduan dan perpustakaan 
mempunyai fungsi dalam pengelolaan website dan perpustakaan 
PINDU. 
c. Uraian tugas Pengelola website pengaduan dan perpustakaan 
adalah sebagai berikut : 
1) Melakukan login ke dalam sistem sesuai prosedur dalam 
rangka melaksanakan pemantauan jaringan website informasi 
dan pengaduan; 
2) Melakukan pemeliharaan aplikasi website pelayanan informasi 
dan penanganan pengaduan; 
3) Melakukan update data dan antivirus secara berkala sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin 
keamanan data; 
4) Melakukan backup data sesuai prosedur dan arahan 
koordinator tim teknis untuk menjaga keamanan database; 
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5) Menghapus file yang tidak terpakai sesuai prosedur yang 
berlaku untuk menjaga terjadinya duplikasi data; 
6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban  kepada koordinator tim teknis; 
7) Melaksanakan pengadaan bahan pustaka sesuai arahan tim 
pengarah dan koordinator tim teknis; 
8) Menginventarisasi, mengklasifikasikan dan mencatat bahan 
pustaka; 
9) Memeriksa kelengkapan bahan pustaka; 
10) Menerima kunjungan perpustakaan; 
11) Membantu penelusuran bahan pustaka yang dibutuhkan oleh 
Pengguna layanan; 
12) Memberikan informasi umum koleksi bahan pustaka; 
13) Melaksanakan sirkulasi peminjaman dan pengembalian bahan 
pustaka PINDU; 
14) Mengambil bahan koleksi yang telah rusak untuk diserahkan 
kepada bagian pemeliharaan; 
15) Membuat laporan kegiatan pengelolaan website informasi dan 
pengaduan serta perpustakaan secara rutin dan berkala;dan 
16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan 
koordinator sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
5. Operator PPID SKPD 
a. Operator PPID SKPD adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat 
sebagai Operator PPID SKPD PINDU dengan Keputusan Bupati 
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berdasarkan usulan dari kepala SKPD masing-masing yang 
mempunyai tugas mendukung pengelolaan permohonan informasi 
dan penanganan pengaduan terkait SKPD masing-masing. 
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Operator PPID SKPD mempunyai fungsi mengelola 
permohonan informasi dan Pengaduan yang diajukan pengguna 
layanan/masyarakat secara lisan maupun tertulis melalui PINDU 
serta mengkoordinasikan tindaklanjutnya kepada Pejabat terkait 
dan Pimpinan SKPD. 
c. Uraian Tugas Operator PPID SKPD adalah sebagai berikut: 
1) Mengecek secara rutin dan berkala (paling cepat setiap 15 
Menit) Website PINDU; 
2) Mengecek Permohonan Informasi untuk SKPD yang masuk 
melalui PINDU; 
3) Meregister Permohonan Informasi dan Pengaduan pada buku 
register PINDU SKPD; 
4) Melakukan verifikasi dan mengoptimalkan kelengkapan data 
pengaduan yang diterima; 
5) Melakukan penelahaan terhadap semua permohonan 
informasi dan pengaduan yang diterima dari PINDU; 
6) Menyampaikan permohonan informasi dan/atau pengaduan 
kepada Pimpinan SKPD untuk dijawab; 
7) Memantau  respon Pimpinan SKPD terhadap permohonan 
informasi dan pengaduan yang diterima; 
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8) Menyampaikan respon awal terhadap perkembangan tindak 
lanjut dan/atau hasil permohonan informasi dan/atau 
penanganan pengaduan  kepada pengguna layanan dan 
Petugas PINDU, paling lama dalam kurun waktu  2 x 24 Jam; 
9) Mengirimkan Respon atas Permohonan informasi dan 
Pengaduan sesuai dengan respon Pimpinan SKPD kepada 
Pengguna Layanan dan Petugas PINDU, melalui saluran 
Layanan yang disediakan oleh PINDU. Khusus Pengaduan, 
dikirimkan melalui website PINDU; 
10) Melakukan Koordinasi secara aktif dengan Petugas PINDU, 
Pimpinan dan Pejabat terkait lainnya; 
11) Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan 
penanganan pengaduan secara rutin dan berkala; dan 
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan 
koordinator sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
Jumlah keseluruhan tim teknis PINDU ialah 4 (empat) orang 
diantaranya 2 (dua) orang petugas pelayanan informasi, 1 (satu) orang 
petugas pelyanan pengaduan, serta 1 (satu) orang petugas pelayanan 
website dan perpustakaan sekaligus sebagai koordinator tim teknis 
PINDU. Dalam melaksanakan tugas, petugas PINDU harus memberikan 
pelayanan sesuai etika pelayanan PINDU yang telah diatur dalam 
Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2014. Etika pelayanan PINDU tersebut 
adalah: 




2. Memberikan layanan dengan akurat, cepat sesuai jenis kebutuhan 
pengguna layanan dan berdasarkan standar prosedur pelayanan; 
3. Mematuhi tata cara pemberian layanan; 
4. Bersikap netral; 
5. Menjaga kerahasiaan pengguna layanan layanan; 
6. Menjaga harkat dan martabat Pemerintah Kabupaten Pinrang; 
7. Tidak menggunakan informasi maupun pengaduan untuk kepentingan 
pribadi dalam bentuk apapun;dan 
8. Tidak mengubah isi permohonan informasi yang disampaikan oleh 
pengguna layanan.  
Selain tim teknis PINDU, terdapat pula seorang petugas Operator 
PINDU masing-masing SKPD. Operator tersebut ditunjuk atau dipilih oleh 
SKPD masing-masing. Namun, sebelum menjadi operator PINDU di 
setiap SKPD, para perwakilan atau calon operator tersebut diwajibkan 
mengikuti bimbingan dan pelatihan menjadi petugas PINDU di kantor 
Bupati. Setelah itu operator masing-masing SKPD tersebut disahkan oleh 
Bupati Pinrang melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 060/36/2015. 
 
IV.3 Implementasi Kebijakan Program PINDU Pemerintah 
Kabupaten Pinrang 
IV.3.1 Standar Operasional PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan) Pemerintah Kabupaten Pinrang 
Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, diperlukan 
penyusunan standar pelayanan publik yang dapat menjadi tolak ukur 
pelayanan yang berkualitas. Penetapan standar pelayanan publik 
merupakan fenomena yang berlaku baik di negara maju maupun di 
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negara berkembang. Adapun yang dimaksud dengan standar pelayanan 
(LAN, 2003 dalam Fatima, 2015: 97) adalah suatu tolok ukur yang 
dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan 
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 
Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar pelayanan 
(LAN, 2003 dalam Fatima, 2015: 98) antara lain adalah: 
1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat 
pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, 
memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan/masyarakat, menjadi 
alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam 
upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja 
pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja 
pelayanan. 
2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja 
pelayanan publik mutlak harus dilakukan, ikarenakan dalam 
kehidupan bernegara pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan 
yang sangat luas. Hal ini disebabkan tugas dan fungsi utama 
pemerintah adalah memberikan dan memfasilitasi berbagai pelayanan 
publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam 
bentuk pengaturanataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, 
kesehatan, utlilitas, sosial dan lainnya. 
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3. Meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat 
membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. 
Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, 
persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya  
serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami 
apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan.  
Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui 
dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan 
dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar 
pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan  
kuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. 
Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat 
suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan 
yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  Berdasarkan uraian 
di atas, maka standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya penyediaan pelayanan 
yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan memperhatikan 
ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria kinerja pelayanan. 
Agar warga  masyarakat mengerti dan mudah memahami tata 
cara mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan, maka 
disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) PINDU yang dimulai dari 
tahapan awal atau pertama hingga terakhir dari proses pengaduan.  
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Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PINDU, pengguna 
dapat melakukan permohonan informasi dan/atau menyampaikan 
pengaduan melalui via web, via e-mail, via SMS, via telepon serta dapat 
melakukan kunjungan langsung. Permohonan informasi ataupun 
penyampaian pengaduan harus disampaikan secara jelas. Untuk 
mendapatkan layanan tersebut, terlebih dahulu pengguna harus mengisi 
formulir yang telah disediakan oleh petugas PINDU. Formulir ini berfungsi 
sebagai identitas serta kejelasan maksud dan tujuan pengguna. Setelah 
itu, pengguna menyampaikan pengaduan atau informasi yang 
dibutuhkan. Pengguna dapat melampirkan dokumen/bukti yang 
mendukung kelengkapan informasi ataupun pengaduan. Pengaduan yang 
lengkap dan jelas kemudian akan diproses oleh petugas PINDU. 
Pengaduan tersebut kemudian diproses dengan cara dikanal atau 
dikategorikan oleh petugas PINDU sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing SKPD Kabupaten Pinrang.  
Jika informasi yang dibutuhkan telah tersedia di PINDU atau 
pengaduan yang disampaikan pengguna terkait PINDU, maka 
permohonan informasi atau penyampaian pengaduan tersebut segera 
diproses oleh petugas PINDU sendiri. Selain itu, informasi atau 
pengaduan yang bukan merupakan wewenang pemerintah Kabupaten 
Pinrang, maka petugas PINDU yang akan memberikan jawaban kepada 
pemohon/pengadu. Petugas PINDU wajib memberikan tanggapan atau 
pemberian jawaban dengan batas waktu maksimal 1 x 24 jam. 
Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh petugas 
pelayanan pengaduan bahwa: 
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“jika pengaduan tersebut bukan wewenang pemkab Pinrang, maka 
kami yang akan memberi tanggapan kepada pengadu bahwa 
pengaduan mereka tidak dapat kami proses karena pengaduannya 
bukan wewenang pemkab Pinrang.” 
 
Namun, jika informasi tersebut tidak tersedia di PINDU atau 
pengaduan yang disampaikan merupakan wewenang pemerintah 
Kabupaten Pinrang, maka informasi atau pengaduan dikanal sesuai tugas 
pokok dan masing-masing SKPD kemudian pengaduan tersebut akan 
dikirim ke SKPD yang bersangkutan. 
Jika informasi atau pengaduan tersebut melibatkan 1 (satu) SKPD 
maka akan diproses maksimal 3 x 24 jam. Apabila melibatkan lebih dari 1 
(satu) SKPD maka akan diproses maksimal 6 x 24 jam. Namun, jika 
pengaduan tersebut bukan wewenang pemerintah daerah maka akan 
ditanggapi langsung oleh PINDU maksimal 1 x 24 jam. 
Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan 
informan sebagai pelaksana PINDU. Petugas pelayanan pengaduan 
mengatakan bahwa: 
“pengaduan yang merupakan lingkup kebijakan pemerintah 
Kabupaten Pinrag akan kami kanalisasi sesuai SKPD bersangkutan. 
Pengaduan tersebut akan kami proses maksimal 3 x 24 jam dan jika 
melibatkan lebih dari 1 SKPD maka kami memiliki waktu 6 x 24 jam 
untuk dapat menyelesaikan pengaduan tersebut.” 
Semua pengaduan yang masuk ke PINDU akan dihimpun dan 
diarsipkan untuk kemudian dilaporkan ke Bagian Organisasi dan Tata 
Laksana setiap hari Jumat. Setelah itu, semua rekap pengaduan tersebut 
dilaporkan dalam bentuk tertulis kepada Bupati, Wakil Bupati dan 
Sekretaris Daerah setiap hari Senin untuk setiap pekannya. 
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Pada setiap hari Senin Bupati melakukan rapat pembahasan 
pengaduan bersama seluruh SKPD Kabupaten Pinrang. Pada rapat 
tersebut Bupati akan mengetahui sejauh mana kinerja SKPD dalam 
melaksanakan tugas serta pemberian pelayanannya terhadap 
masyarakat. Seluruh SKPD akan ditegur apabila telah berulang kali 
mendapatkan pengaduan dengan permasalahan yang sama. Pada rapat 
tersebut juga Bupati akan mengevaluasi pengaduan-pengaduan yang 
belum diproses dan yang telah diproses. Dengan demikian, SKPD akan 
terus dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 
masyarakat. 
IV.3.2 Cara Mengakses PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) 
Kabupaten Pinrang 
Masyarakat umum dapat meminta informasi atau mengajukan 
pengaduan kepada PINDU melalui berbagai media yaitu : 
1. Kunjungan langsung ke PINDU dengan alamat Jl. Bintang Nomor 1 
Kab. Pinrang. Gedung baru Kantor Bupati Pinrang Lantai I. 
Pada saat kunjungan langsung ke PINDU maka terlebih 
dahulu masyarakat harus mengambil nomor antrian kemudian ke 
meja pelayanan informasi menyampaikan maksud dan tujuan. Jika 
masyarakat menginginkan sebuah informasi maka petugas pelayanan 
informasi akan memberikan formulir permohonan layanan informasi. 
Setelah itu, pemohon dapat menyampaikan informasi yang 
dibutuhkan.  Jika masyarakat ingin melakukan sebuah pengaduan 
maka akan diarahkan ke ruang pengaduan. Di ruang pengaduan, 
terlebih dahulu pengadu juga harus mengisi formulir yang diberikan 
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petugas PINDU. Setelah itu, pengadu dapat menyampaikan 
pengaduannya.  
2. Menghubungi Saluran Telepon / Call Center dengan nomor (0421) 
922759 atau 0811-416-7599. 
Pengguna dapat melakukan pengaduan dengan menelepon 
nomor tersebut. Sebelum memperoleh pelyan informasi dan 
pengaduan, pengguna juga diwajibkan mengisi formulir yang 
disediakan PINDU. Pengisian formulir tersebut dilakukan oleh petugas 
PINDU sesuai dengan identitas pengguna. 
3. Mengirimkan SMS (Short Message Service) ke SMS Center dengan 
nomor 081-391-471-171. 
Pada layanan via SMS terdapat format SMS dalam 
mengirimkan pesan permohonan informasi dan pengaduan. Format 
SMS tersebut ialah: 
No.KTP#NAMA#ALAMAT#ISI PENGADUAN 
4. Mengirim email ke pindu@pinrangkab.go.id  
5. Mengakses situs web https://pindu.pinrangkab.go.id. 
Pada situs web PINDU terdapat 2 (dua) form pendaftaran 
pada saat ingin melakukan pengaduan atau permohonan informasi. 
Kedua form tersebut ialah “Form Pengaduan Masyarakat Pinrang” 
dan “Form Pengaduan Non Masyarakat Pinrang”. Untuk 
masyarakat Pinrang maka menggunakan formulir untuk masyarakat 
Pinrang dan untuk masyarakat yang diluar Kabupaten Pinrang dapat 
melakukan pengaduan dengan mengisi formulir non masyarakat 
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Pinrang. Kedua formulir tersebut harus diisi sesuai identitas pengadu 
dan isi pengaduan. 
Adapaun perangkat yang dibutuhkan untuk mengakses PINDU 
dengan Call Center atau SMS Center adalah Pesawat Telepon atau 
Telepon Genggam. Untuk mengakses email dan situs web PINDU, 
perangkat yang dibutuhkan adalah Komputer atau laptop dengan sistem 
operasi Windows, Linux yang dapat terhubung dengan koneksi internet, 
koneksi internet, Browser Mozilla Firefox versi 4.0 ke atas, Google 
Chrome versi 10.0 ke atas, atau browser lainnya.  
Biaya yang harus ditanggung dalam penggunaan PINDU  adalah 
gratis jika meyampaikan pertanyaan atau pengaduan melalui situs 
web https://pindu.pinrangkab.go.id, email pindu@pinrangkab.go.id dan 
berkunjung langsung ke PINDU.  Untuk pengiriman melalui call center 
dan SMS Center akan dikenakan biaya telepon atau sms normal 
tergantung pada masing-masing operator pengguna. Balasan otomatis 
SMS untuk pertama kali dan setiap notifikasi ataupun balasan lain untuk 
pendalaman substansi pengaduan yang diterima oleh pengguna, tidak 
ada biaya yang dikenakan atau gratis. 
IV.3.3 Sarana dan Prasarana PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan) Kabupaten Pinrang 
Untuk mempermudah dan mengefektifkan proses  pelayanan 
informasi dan pengaduan yang dilakukan oleh warga masyarakat terkait 
kinerja SKPD atau UKPD Pemerintah Kabupaten Pinrang, PINDU 
menyediakan sejumlah sarana dan prasarana.  Setiap jenis sarana dan 
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prasarana memiliki kegunaan yang berbeda agar dapat memberikan 
kenyamanan bagi pengguna/warga masyarakat serta demi menunjang 
fungsi PINDU dalam memberikan layanan informasi dan pengaduan. 
Dari hasil observasi peneliti dilihat sarana dan prasarana tersebut 
diantaranya: 
1. Ruang tunggu yang dilengkapi dengan beberapa sofa dan meja 
dengan ruangan full AC; 
2. Rak Koran yang dapat digunakan masyarakat untuk mengatasi 
kejenuhan saat menunggu; 
3. Nomor antrian elektronik; 
4. TV antrian dan Informasi; 
5. Sound System; 
6. 4 buah komputer untuk petugas PINDU, masing-masing diantaranya 2 
orang petugas pelayanan informasi, 1 orang petugas pelayanan 
pengaduan langsung, serta 1 orang petugas pengelola website dan 
pengelola perpustakaan; 
7. Call Center untuk petugas pelayanan informasi dan petugas 
pelayanan pengaduan langsung yang digunakan untuk layanan via 
telepon; 
8. Ruang pengaduan langsung yang dilengkapi pendingin ruangan. 
Ruangan ini adalah ruangan khusus untuk warga masyarakat yang 
ingin melakukan pengaduan secara langsung; 
9. Ruang mediasi yang dilengkapi pendingin ruangan, meja dan kursi 
mediasi, berfungsi sebagai ruang penengah antara pihak-pihak yang 
terkait dengan pengaduan. Dalam ruangan mediasi ini terdapat 
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sebuah pohon harapan yang digunakan pengunjung untuk 
menggantungkan harapannya tentang Kabupaten Pinrang ke 
depannya; 
10. Perpustakaan yang dilengkapi beberapa rak buku; 
11. Kotak saran; serta 
12. Beberapa tempelan SOP PINDU, Visi, Misi dan Motto PINDU. 
IV.3.4 Proses Penanganan/Alur Kerja PINDU (Pusat Pelayanan Informasi 
dan Pengaduan) 
Pertanyaan, informasi dan pengaduan yang dapat dikirimkan 
kepada PINDU ialah yang berhubungan dengan kinerja aparat 
pemerintah, pembangunan daerah dan/atau layanan publik yang 
merupakan kewenangan instansi pemerintah Kabupaten Pinrang.  PINDU 
tidak dapat menerima pertanyaan atau pengaduan yang mengandung 
caci maki, ancaman, unsur kekerasan, menyinggung suku, agama, ras 
dan golongan (SARA) ataupun mengandung unsur pornografi. 
Bahasa yang harus digunakan dalam PINDU adalah layanan 
partisipasi masyarakat yang menggunakan Bahasa Indonesia. Pengguna 
dianjurkan untuk memakai Bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar 
pengaduan dapat dimengerti dengan baik. Hal ini termasuk penggunaan 
ejaan yang disempurnakan pada kata-kata, struktur kalimat, tanda baca 
serta penjelasan atas singkatan yang digunakan. 
Pertanyaan atau pengaduan yang sama tidak dapat dikirimkan 
lebih dari dua kali. Pengguna juga diharapkan dapat mengirimkan 
pertanyaan atau pengaduan yang sudah lengkap dan jelas dalam satu 
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kali pengiriman pertanyaan atau pengaduan. Jika terdapat dua atau lebih 
pertanyaan atau pengaduan dengan substansi yang sama yang berasal 
dari seorang pengguna, maka petugas PINDU hanya akan memverifikasi 
pengaduan dengan materi yang lebih lengkap. 
Pertanyaan atau pengaduan yang disampaikan tidak dapat 
diwakili oleh siapapun termasuk pihak keluarga sipengadu. Dengan kata 
lain, pihak yang merasakan ketidakadilan dalam pelayanan secara 
langsung yang harus melakukan pengaduan. Hal ini diketahui dari hasil 
wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana 
yang mengatakan bahwa: 
“Siapapun yang merasakan ketidakadilan dalam hal pelayanan di 
SKPD Kabupaten Pinrang dan ingin melakukan pengaduan maka 
pihak tersebut yang secara langsung harus menggunakan layanan 
PINDU melalui media yang disediakan oleh PINDU. Itulah salah satu 
syarat atau aturan yang ditetapkan.” 
Aturan tersebut ditetapkan karena PINDU ingin memastikan 
bahwa pertanyaan atau pengaduan yang dikirimkan berpotensi untuk 
ditindaklanjuti hingga tuntas. Jika informasi pengaduan kurang jelas maka 
akan diverifikasi oleh petugas PINDU. Oleh karena itu pertanyaan atau 
pengaduan yang disampaikan harus berisi substansi yang dialami oleh 
pengguna sendiri. Terkecuali dalam situasi pihak yang mengalami 
substansi pengaduan memiliki keterbatasan. Salah satu petugas 
pelayanan informasi PINDU mengatakan bahwa: 
“Kami tidak dapat melayani pengaduan yang tidak dialami secara 
langsung oleh pihak pengadu kecuali dalam situasi tertentu seperti 
sulitnya berbahasa Indonesia dengan baik, usia lanjut serta 
keterbatasan berbicara (tuna rungu) sehingga tidak mampu 
melakukan pertanyaan atau pengaduannya sendiri. Dalam kasus 
tersebut pengguna dapat diwakili penyampaian pengaduannya oleh 
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pihak terdekat yang mampu menjadi penerjemah yang baik untuk 
melakukan pengaduan sesuai ketentuan.” 
Pengadu maupun pemohon infromasi hanya dapat diwakili ketika 
dalam kondisi keterbatasan. Misalnya, dalam  kondisi tuna rungu maka 
pengadu dapat diwakili oleh pihak keluarga untuk menyampaikan 
pengaduannya. Pengaduan yang disampaikan tersebut harus lengkap 
dan jelas. 
PINDU beserta instansi pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten 
Pinrang hanya dapat menindaklanjuti pengaduan yang jelas dan lengkap 
informasinya. Pengguna diharapkan dapat menjelaskan pengaduan 
berdasarkan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, berapa dan 
bagaimana secara lengkap dan kronologis. Pengaduan yang telah 
dikirimkan akan melalui proses verifikasi oleh petugas PINDU. Apabila 
pengaduan sudah disertai dengan informasi yang lengkap dan jelas, 
maka pengaduan akan disahkan dan diteruskan sesuai dengan 
keterhubungan PINDU dengan instansi pemerintah atau SKPD terkait. 
Namun apabila pengaduan yang dikirimkan tidak disertai dengan 
informasi yang lengkap, tidak jelas dan dapat didalami lebih lanjut maka 
petugas PINDU akan meminta pengguna untuk menambahkan informasi 
melalui SMS atau email tanpa menggunakan format tertentu. Dalam hal 
membalas SMS atau email kepada petugas PINDU, pengguna 
diharuskan untuk membalas secara langsung (tidak memberikan 
pengaduan baru), serta menggunakan nomor telepon seluler atau alamat 
email yang sama dengan yang digunakan ketika mengirimkan 
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pengaduan. Hal tersebut dilakukan agar pelacakan kepemilikan informasi 
tambahan dapat dilakukan dengan mudah.  
Dalam memberikan informasi tambahan ataupun pada saat 
melakukan pengaduan, pengguna dapat menyertakan lampiran 
pendukung seperti foto atau dokumen lainnya dalam bentuk softcopy 
melalui email PINDU pindu@pinrangkab.go.id atau membawa langsung 
hardcopy/softcopy lampiran pendukung ke PINDU dengan alamat Jl. 
Bintang Nomor 1 Kab. Pinrang. Gedung baru Kantor Bupati Pinrang 
Lantai I. Proses verifikasi dan tindak lanjut bergantung pada kerja sama 
dan kesediaan pengguna dalam menyediakan informasi tambahan. 
Setelah informasi pengaduan lengkap dan jelas, pengaduan tersebut 
dikanal oleh petugas PINDU kemudian diteruskan kepada SKPD yang 
bersangkutan. 
Jika informasi atau pengaduan tersebut melibatkan 1 (satu) SKPD 
maka akan diproses maksimal 3 x 24 jam. Apabila melibatkan lebih dari 1 
(satu) SKPD maka akan diproses maksimal 6 x 24 jam. Namun, jika 
pengaduan tersebut bukan wewenang pemerintah daerah maka akan 
ditanggapi langsung oleh PINDU maksimal 1 x 24 jam yang akan 
ditanggapi oleh koordinator tim teknis PINDU. 
Untuk memperjelas alur kerja PINDU, dalam Peraturan Bupati 























































 Alur Penanganan Pengaduan  Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
(PINDU) Pemerintah Kabupaten Pinrang 
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Alur dan bagan di atas menunjukkan kejelasan langkah-langkah 
masyarakat dalam melakukan pengaduan hingga pemberian tanggapan 
dan jawaban pengaduan oleh SKPD melalui PINDU. Dari hasil 
wawancara peneliti dengan koordinator tim teknis PINDU sekaligus 
sebagai pengelola website PINDU, diperoleh langkah-langkah PINDU 
dalam menanggapi pengaduan yang masuk. Berikut penjelasannya. 
1. Langkah pertama ialah koordinator melakukan login dengan 
memasukkan username dan password. Dari hasil wawancara, 
diketahui bahwa usename dan password tersebut juga diketahui oleh 
petugas pelayanan informasi dan petugas pelayanan pengaduan. Hal 
ini menjadi kebijaksanaan koordinator tim teknis PINDU untuk 
dijadikan antisipasi agar pengaduan tidak terlambat ditangani ketika 
koordinator sedang melakukan tugas lain di luar kantor atau sedang 









Gambar 8.  
Login Petugas PINDU 
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2. Setelah melakukan login, maka akan muncul tampilan dashboard 
seperti gambar berikut. Pada tampilan ini dapat diketahui jumlah 
pengaduan yang masuk termasuk yang belum diproses, sedang 













 Tampilan dashboard 
3. Langkah selanjutnya, mengkilik menu “pengaduan”. Dalam tampilan 
ini semua pengaduan yang telah diproses atau dikategorikan 
berdasarkan departemen/dinas/badan/kecamatan yang bersangkutan 
oleh petugas pelayanan website akan muncul. Mulai dari tampilan ini 
juga identitas pengguna tidak diketahui sebab secara otomatis yang 
muncul hanya 3 (tiga) huruf awal nama beserta status pengaduan, 
nomor ID tiket pengguna dan media pengaduan yang digunakan. Dari 
tampilan ini juga koordinator akan mengetahui SKPD mana yang 
belum memproses pengaduan. Jika terdapat SKPD yang belum 
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menanggapi pengaduan masyarakat maka koordinator akan 
menginstruksikan kepada tim teknis PINDU lainnya untuk 
menghubungi SKPD yang bersangkutan. 
Pada tampilan ini juga, pengaduan yang tidak memenuhi 
syarat serta mengandung unsur SARA tidak akan diproses dan akan 
ditolak oleh petugas PINDU dengan mengklik pengaduan tersebut lalu 





Petugas pengelola website mengatakan bahwa: 
“jika ingin melakukan penolakan terhadap sebuah pengaduan maka 
saya bisa mengklik kolom “tolak”. Namun, sejauh ini kami belum 
pernah melakukan penolakan. Ini dikarenakan kami tidak ingin 
membiarkan pengadu menunggu jawaban yang tidak ada.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sejauh ini 
petugas PINDU belum pernah melakukan penolakan pengaduan. Hal 
ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan prima agar masyarakat 
tidak menunggu jawaban yang tidak ada meskipun pengaduannya 
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tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu petugas PINDU tetap 
memberi tanggapan atau balasan penolakan secara halus sekaligus 
sebagai pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat 
terkait pengaduan yang diajukan. 
4. Selanjutnya ialah mengklik pengaduan yang akan diberikan jawaban 
atau tanggapan. Isi pengaduan yang dipilih akan muncul pada kolom 
“pesan” kemudian petugas PINDU akan memilih atau mengkanal 
pengaduan tersebut sesuai SKPD yang bersangkutan. Dengan 
mengklik “simpan” secara otomatis pengaduan akan terkirim ke 
Operator PPID SKPD yang bersangkutan dengan isi pengaduan. 
Untuk mengefisienkan waktu pemberian jawaban pengaduan maka 
petugas PINDU berkomunikasi dengan SKPD terkait bahwa ada 
pengaduan yang masuk mengenai SKPD tersebut. 
 
Gambar 11. 
Tampilan Isi Pengaduan dan Proses Pengiriman ke SKPD terkait 
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5. Selanjutnya ialah menu “Laporan”. Pada menu ini akan muncul 
laporan pengaduan sesuai departemen dan dapat dilihat status 
pengaduan tersebut. Untuk memastikan pengaduan tersebut telah 
diproses oleh departemen terkait maka dapat dilakukan pengecekan 
pada menu ini. Selain itu, rentan waktu masuknya pengaduan dengan 
pemberian jawaban pengaduan dapat dilihat pada tampilan ini. 
Dengan demikian, petugas PINDU dapat mengetahui rentan waktu 
pemberian jawaban oleh SKPD terkait. Jika pemberian jawaban 
melebihi batas waktu yang diberikan yakni 3 x 24 jam maka petugas 
PINDU akan memberikan peringatan terhadap Operator PPID SKPD 
bersangkutan. 
Dari hasil wawancara dengan koordinator tim teknis PINDU diketahui 
bahwa sejauh ini SKPD selalu tepat waktu dalam pemberian jawaban 
atau tanggapan informasi dan pengaduan. 
 
Gambar 12. 
Tampilan Menu Laporan Pengaduan 
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6. Langkah selanjutnya ialah pengiriman jawaban pengaduan melalui 
SMS gateway. Selain melalui via website, call center serta via 
telepon, pengaduan juga dapat dilakukan melalui via sms sehingga 
petugas PINDU mengirim jawaban pengaduan tersebut dengan cara 
seperti gambar 16 berikut. Jadi jawaban pengaduan dari SKPD terkait 
dihimpun kembali oleh petugas PINDU untuk dikirimkan kepada 
pengadu dan untuk dijadikan arsip sebagai bahan laporan setiap 
pekan kepada Bagian Organisasi dan Tatalaksana. 
 
Gambar 13. 
Pengiriman jawaban pengaduan via SMS 
 
7. Selanjutnya ialah menu “kegiatan” yang terdapat beberapa submenu 
diantaranya “berita, agenda, pengumuman, polling, album foto dan 
buku tamu”. Pada bagian ini merupakan tugas pokok dan fungsi 
pengelola website PINDU untuk memperbaharui menu kegiatan yang 
berkaitan dengan PINDU. 
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Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Organisasi 
dan Tatalaksana diketahui bahwa PINDU dikontrol langsung oleh Bupati 
Pinrang melalui sistem aplikasi. Dengan demikian, Bupati dapat menilai 
atau mengukur kinerja SKPD dari sudut pandang pengaduan masyarakat. 
Akan tetapi, meskipun dikontrol melalui sistem aplikasi oleh Bupati 
Pinrang, semua pengaduan yang masuk ke PINDU akan dihimpun dan 
diarsipkan untuk kemudian dilaporkan ke Bagian Organisasi dan Tata 
Laksana setiap hari Jumat. Setelah itu, semua rekap pengaduan tersebut 
dilaporkan dalam bentuk tertulis kepada Bupati, Wakil Bupati dan 
Sekretaris Daerah setiap hari Senin untuk setiap pekannya. 
Pengaduan akan dimunculkan atau dipubliksikan dalam situs web 
PINDU. Namun, tidak semua pengaduan akan dimunculkan. Berdasarkan 
hasil wawancara peneliti dengan petugas pengelola website mengatakan 
bahwa: 
“sebagai pengelola website PINDU, saya memiliki hak dan 
kewenangan untuk memilih pengaduan mana yang akan 
dipublikasikan. Dengan kata lain, tidak semua pengaduan yang 
masuk ke PINDU akan dipublikasikan di web. Pemilihan pengaduan 
tersebut saya pilah sesuai ketentuan. Pengaduan yang dapat memicu 
pertengkaran antara pihak pengadu dengan instansi yang diadukan 
serta pengaduan yang bersifat menunjuk pada diri/pribadi seseorang 
dipublikasikan . Selain itu, pengaduan yang dapat mencoreng nama 
baik instansi pemerintah Kabupaten Pinrang juga tidak 
dipublikasikan.” 
Dari hasil wawancara tesebut diketahui bahwa pengaduan yang 
tidak dipublikasikan oleh petugas pengelola website ialah pengaduan 
yang dapat memicu pertengkaran antara dua pihak serta pengaduan 
yang mencoreng nama baik instansi pemerintah Kabupaten Pinrang. 
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Dengan demikian, tidak semua pengaduan yang masuk ke PINDU akan 
dipublikasikan di website PINDU. 
Meskipun sebuah pengaduan tidak dipublikasikan di website 
PINDU, pengguna tetap dapat melakukan pemantauan perkembangan 
tindak lanjut terkait pengaduan yang disampaikan, sekaligus berinteraksi 
dengan instansi pemerintah terlapor. Masyarakat dapat melacak 
pengaduan yang dikirimkan dengan memasukkan ID tiket di halaman 
depan situs web PINDU. ID tiket tersebut diperoleh pengguna dari 
petugas PINDU saat melakukan pengaduan via web. Selain itu, 
masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan admnistrator PINDU 
melalui berbagai media yang telah disediakan. 
Setiap hasil tindak lanjut pengaduan akan disampaikan kepada 
masyarakat yang menyampaikan pengaduan. Pengaduan berisi substansi 
yang tidak sesuai akan dijawab oleh petugas PINDU dan diarsipkan. 
Begitu pula dengan pengaduan yang tidak sesuai format, pengaduan 
tersebut tidak akan ditindak lanjuti oleh petugas PINDU. Pengaduan akan 
berstatus selesai secara otomatis apabila tidak ada lagi tindak lanjut atas 
pengaduan di dalam PINDU (apabila telah terdapat tindak lanjut dari 
instansi pemerintah terlapor dan pelapor tidak memberikan respon balik 
atau tindak lanjut dalam waktu 10 hari kerja). Agar pengaduan tidak 
berstatus selesai secara otomatis, dianjurkan bagi pengguna untuk 





IV.3.5 Jumlah Masyarakat Yang Telah Menggunakan Layanan PINDU 
(Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Pemerintah Kabupaten 
Pinrang 
Pada tahun 2014 yang merupakan tahun awal beroperasinya 
PINDU yakni tepat pada tanggal 17 Agustus 2014, partisipasi masyarakat 
dalam menggunakan layanan PINDU masih sangat kurang. Hal ini dapat 
dilihat dari rekapitulasi pengaduan dan layanan informasi  yang masih 
terhitung jari. Dari data yang diperoleh, peneliti mengolah data rekap 
jumlah layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang telah 
menggunakan layanan PINDU pada tahun 2014 hingga 2015. Berikut 
laporannya. 
Tabel 2. 
Pengguna Media Layanan Informasi Tahun 2014 - 2015 
Sarana Tahun JUMLAH 
2014 2015  
Via Web - 3 3 
Via SMS 2 - 2 
Via Telepone 11 16 27 
Kunjungan 
Langsung 
13 22 35 
TOTAL 26 41 67 
Hasil Olahan Data Rekap Pelayanan Informasi tahun 2014 - 2015 
 
Dari hasil olahan data tersebut diketahui bahwa pada awal 
beroperasi dan diresmikannya PINDU Pemerintah Kabupaten Pinrang 
sebanyak 26 layanan informasi yang telah diterima dan dilayani. 
Penggunaan layanan PINDU digunakan oleh masayarakat melalui 
berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. 
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Dari tabel di atas, juga diketahui bahwa pelayanan informasi dari 
tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan. Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Anjab mengatakan 
bahwa: 
“Alhamdulillah sekarang ini PINDU semakin dikenal oleh masyarakat. 
Ini dilihat dari semakin banyaknya layanan informasi serta pengaduan 
yang telah kami proses dan laporkan.” 
Kebutuhan masyarakat akan layanan informasi memang semakin 
meningkat. Berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk 
dipergunakan sesuai kebutuhannya. Untuk mendapatkan layanan 
informasi tersebut, masyarakat Pinrang menggunakan PINDU sebagai 
medianya. Oleh karena itu, petugas PINDU harus menyiapkan informasi 
umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut salah satu petugas 
pelayanan informasi mengatakan bahwa: 
“biasanya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ialah informasi 
yang berkaitan dengan Kabupaten Pinrang. Diantaranya informasi 
tentang luas daerah Kabupaten Pinrang data penduduk, letak 
geografis, jumlah kecamatan dan sebagainya, maka kami akan 
memberikan data Pinrang Dalam Angka. Namun, sebelum itu kami 
harus mengetahui identitas dari pemohon layanan informasi serta 
alasan kegunaan data informasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari penyalahgunaan informasi oleh pemohon.” 
 
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa untuk 
mendapatkan layanan informasi, maka pemohon harus memberitahukan 
tujuan dari kebutuhan informasi tersebut. Hal ini untuk menghindari 
informasi tentang Kabupaten Pinrang disalahgunakan oleh pihak yang 
tidak bertanggung jawab. Selan itu, diketahui pula bahwa informasi yang 
telah tersedia di PINDU ialah data-data mengenai Kabupaten Pinrang 
seperti luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis dan sebagainya. 
Data-data tersebut selalu diperbarui oleh petugas PINDU. 
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Petugas pelayanan informasi lainnya menyatakan: 
“kami melayani informasi yang berkaitan dengan Kabupaten Pinrang 
jadi kami harus terus melakukan update data-data tentang Kabupaten 
Pinrang dan menyediakannya sehingga ketika ada masyarakat yang 
membutuhkan data informasi tersebut maka kami akan melayaninya 
dengan mudah.” 
Dengan ketersediaan materi informasi umum tersebut, serta 
penyampaian informasi yang telah menjadi kewenangan petugas  PINDU  
untuk menyampaikan, maka petugas pelayanan informasi PINDU akan 
memberikan pelayanan dengan mudah kepada pemohon. Namun, 
apabila  materi informasi yang dimohonkan bukan kewenangan PINDU 
dan/atau memerlukan koordinasi dan sejumlah waktu dalam 
penyediaannya, maka akan direspon dengan memberikan informasi 
kepada pengguna layanan bahwa informasi yang diajukan belum 
termasuk kewenangan petugas PINDU dan/atau  akan diproses terlebih 
dahulu. Pengguna Layanan akan memperoleh informasi awal terkait 
perkembangan tindak lanjut dan/atau hasil dari permohonannya paling 
lama dalam kurun waktu 2 x 24 jam. 
Selain menyediakan informasi, petugas pelayanan informasi juga 
bertugas mengelola website untuk memperbarui informasi-informasi pada 
situs web PINDU. Informasi yang akan dimuat dalam website PINDU 
ialah informasi yang berkaitan dengan PINDU. Petugas pelayanan 
informasi melanjutkan bahwa: 
“tidak semua informasi kami cantumkan di web, sebab semua ada 
SKPD khusus yang memiliki wewenang atas semua informasi. Kami 
hanya mempublikasikan informasi tentang PINDU di website PINDU.” 
 
Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa informasi yang lengkap 
dan jelas dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi 
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Kaupaten Pinrang. Dengan demikian, informasi yang seharusnya 
dipublikasikan di website PINDU diketahui sangat jelas oleh para petugas 
pelayanan informasi. 
Selain itu, peneliti memperoleh data yang menunjukkan bahwa 
selama bulan April sama sekali tidak ada layanan informasi. Hasil 
wawancara peneliti dengan koordinator tim teknis PINDU diketahui: 
“pada bulan April tahun 2015 kami sama sekali tidak menerima 
layanan informasi karena aplikasi sistem informasi sedang dalam 
kondisi perbaikan atas kerusakan beberapa aplikasi sistem informasi 
sehingga sulit bagi kami untuk menerima layanan informasi dari 
media manapun.” 
Perbaikan aplikasi sistem informasi dilakukan oleh petugas PINDU 
dan pihak ketiga yakni konsultan PINDU yang merupakan pembuat dari 
sistem aplikasi PINDU. 
Koordinator tim teknis PINDU melanjutkan bahwa: 
“namun demikian, kami segera berusaha memperbaiki layanan 
tersebut sehingga pada bulan selanjutnya sistem informasi kembali 
lancar dan normal. PINDU pun tidak lagi terkendala dalam hal 
pelayanan informasi kepada masyarakat.” 
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pada bulan April, 
PINDU tidak menerima layanan informasi dari berbagai media yang 
disediakan. Hal ini dikarenakan rusaknya beberapa sistem aplikasi pada 
layanan informasi, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan 
perbaikan terhadap sistem aplikasi tersebut. Perbaikan sistem dilakukan 
oleh koordinator tim teknis PINDU dengan bantuan dari pihak ketiga 
sebagai konsultan PINDU yang telah membuat aplikasi PINDU. Dengan 
usaha perbaikan tersebut, sistem layanan informasi telah kembali 
berfungsi dengan baik, sehingga pada bulan berikutnya yakni bulan Mei, 
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PINDU kembali menerima dan memberikan pelayanan informasi dengan 
baik dan lancar. 
Selain layanan informasi, layanan pengaduan juga telah dilakukan 
oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data berikut. 
Tabel 3. 
Pengguna Media Layanan Pengaduan Tahun 2014 - 2015 
Sarana Tahun JUMLAH 
2014 2015  
Via Web 54 47 3 
Via SMS 16 38 2 
Via Telepone 1 17 27 
Kunjungan 
Langsung 
6 47 35 
TOTAL 77 136 67 
Hasil Olahan Data Rekap Pelayanan Pengaduan tahun 2014 - 2015 
Dari hasil olahan data tersebut diketahui bahwa pada awal 
beroperasi dan diresmikannya PINDU Pemerintah Kabupaten Pinrang 
sebanyak 77 pengaduan yang telah diterima dan dilayani oleh PINDU. 
Masyarakat telah menggunakan berbagai media yang telh disediakan 
PINDU dalam menyampaikan pengaduan. 
Berbeda dengan media layanan informasi, media pelayanan 
pengaduan sebagian besar banyak digunakan masyarakat melalui via 
situs web PINDU. Hal ini dilihat dari jumlah masyarakat yang 
menggunakan layanan pengaduan melalui media situ web yang lebih 
tinggi setiap bulannya dibandingkan dengan media SMS (Short Message 
Service), via telepon maupun kunjungan langsung. 
Meskipun telah ada masyarakat yang menggunakan layanan 
PINDU, baik media pelayanan informasi maupun media pelayanan 
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pengaduan, jumlah partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan 
PINDU masih tergolong sedikit pada tahun 2014. Hal ini diakui oleh 
Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Analisis Jabatan yang mengatakan 
bahwa: 
“memang diawal beroperasinya PINDU yakni pada minggu pertama 
dan minggu kedua masyarakat masih kurang mengakses PINDU 
bahkan terkadang tidak ada sama sekali layanan dalam seminggu.” 
 
Dari tabel di atas, juga diketahui bahwa selama tahun 2015 
eksistensi PINDU semakin mulai dikenal oleh masyarakat. Masyarakat 
melakukan pengaduan melalui berbagai media yang disediakan. Sejauh 
ini pengaduan yang dilakukan paling banyak melalui  via web. Hal ini 
dibenarkan dari data yang diperoleh peneliti serta dari hasil wawancara 
dengan informan. 
Kepala Bagian Organsasi dan Tatalaksana mengatakan bahwa: 
“pada tahun 2015, PINDU semakin dikenal oleh masyarakat dan 
mulai banyak pengaduan yang masuk terutama melalui via web. 
Padahal awalnya saya berpikir bahwa masyarakat Pinrang akan lebih 
memilih melakukan pengaduan via telepon atau kunjungan langsung. 
Setelah melihat hasil rekapitulasi pengaduan setiap pekan ternyata 
masyarakat lebih banyak menggunakan via web.” 
 
Senada dengan Kepala Bagian Ortala, koodinator tim teknis 
PINDU juga mengatakan hal serupa. 
“diantara media yang disediakan oleh PINDU yakni SMS center, Call 
Center, via e-mail, via web serta kunjungan langsung, masyarakat 
lebih banyak menggunakan media web. Mungkin media ini yang lebih 
mudah diakses oleh masyarakat dibandingkan harus berkunjung 
langsung atau menggunakan media lainnya.” 
 
Hasil observasi peneliti juga membenarkan hal tersebut. Selama 
melakukan observasi non-patricipant, dengan mengunjungi PINDU dan 
melakukan pengamatan di lokasi, dari minggu pertama hingga minggu 
ketujuh hanya terdapat beberapa masyarakat yang melakukan kunjungan 
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langsung untuk layanan informasi dan pengaduan. Selebihnya, petugas 
PINDU disibukkan dengan pengaduan-pengaduan yang masuk melalui 
via website dan via SMS. 
Lanjut pernyataan dari koordinator tim teknis PINDU bahwa: 
“namun, media apapun yang digunakan oleh masyarakat yang 
melakukan pengaduan ataupun untuk layanan informasi, kami tetap 
menjaga identitas pengguna dari pihak siapa pun, termasuk bapak 
Bupati.” 
 
Namun, salah satu petugas pelayanan informasi mengatakan 
bahwa: 
“sebenarnya pak Bupati memiliki hak untuk mengakses identitas 
pengguna layanan PINDU. Beliau memiliki kewenangan untuk 
mengetahui identitas pengadu. Namun, sejauh ini Bapak belum 
pernah menggunakan akses tersebut karena beliau berpikir bahwa 
apa masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya bukan siapa 
pengadunya.” 
 
Dengan demikian, diketahui bahwa identitas pengadu hanya 
diketahui oleh petugas PINDU dan kewajiban petugas untuk tetap 
merahasiakan identitas pengguna dari siapa pun. Oleh karena itu, 
masyarakat tidak perlu khawatir identitasnya akan diketahui oleh pihak 
manapun dalam melakukan pengaduan. 
Agar masyarakat dapat melakukan pengaduan tanpa ada rasa 
ketakutan dan kekhawatiran maka diperlukan keahlian petugas PINDU 
untuk memberi keyakinan dan kepercayaan sehingga pengaduan yang 
disampaikan lengkap dan jelas. Petugas pelayanan pengaduan 
mengatakan bahwa: 
“kami sebagai petugas pelayanan pengaduan harus mampu 
memberikan pelayanan yang baik, tetap ramah, senyum dan tenang 
ketika masyarakat ingin melakukan pengaduan terutama saat 
menghadapi pengadu yang dalam keadaan emosi. Butuh kemampuan 
tersendiri bagi kami unuk mampu menenangkan mereka agar 




Masyarakat yang melakukan pengaduan terkadang tidak dalam 
kondisi baik. Ketika terdapat masalah yang ingin disampaikan, 
masyarakat kadang merasa emosi dengan masalah tersebut. Rasa emosi 
pun tidak terbendung hingga pengaduaannya tersampaikan. Untuk 
menenangkan para pengadu yang dalam kondisi emosi tersebut, petugas 
PINDU tetap memberikan pelayanan dengan sikap ramah, tenang dan 
lembut, sehingga pengadu dapat menyampaikan pengaduan dengan hati 
yang tenang pula. 
Dalam setiap pekan dan setiap bulannya, pengaduan yang masuk 
ke PINDU bervariasi. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh serta hasil 
wawancara dengan Kepala Bagian Organsasi dan Tatalaksana yang 
mengatakan bahwa: 
“setiap pekannya koordinator tim teknis PINDU melalui Kepala Sub 
Bagian Tatalaksana dan Analisis Jabatan melaporkan jumlah 
pengaduan yang masuk selalu mengalami perubahan dan bervariasi. 
Biasanya dalam setiap pekan, pengaduan yang masuk berkisar 
antara 1 sampai 5 pengaduan. Jika direkapitulasi dalam setiap bulan 
biasanya mencapai sekitar 10 pengaduan.” 
 
Data yang diperoleh menunjukkan keberagaman jumlah layanan 
informasi dan pengaduan yang masuk ke PINDU. Dalam setiap minggu, 
jumlah pengguna layanan PINDU berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima) 
pengaduan. Bahkan terkadang tidak ada sama sekali pengaduan yang 
masuk dalam 1 (satu) minggu. 
Keseluruhan pengaduan tersebut telah diproses dan 
ditindaklanjuti sebelum dilaporkan ke Kepala Bagian Organisasi dan 
Tatalaksana serta ke Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Kepala 
Sub Bagian Tatalaksana dan Analisis Jabatan mengatakan bahwa: 
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“setiap hari saya selalu mengontrol tim teknis PINDU sehingga ketika 
ada pengaduan yang belum diproses maka segera akan saya 
instruksikan untuk segera diproses.” 
   
Kepala Sub Bagian Tatalakasana dan Analisis Jabatan 
mengontrol para petugas PINDU dengan melakukan kunjungan ke 
PINDU untuk mengawasi kinerja serta mengecek pengaduan-pengaduan 
yang masuk. Oleh karena itu, para petugas PINDU juga selalu siap 
memberikan pelayanan. 
Petugas pengelola website mengatakan bahwa: 
“setiap jam bahkan hampir setiap 15 menit saya selalu membuka situs 
web PINDU untuk mengetahui apakah ada pengaduan yang masuk 
atau tidak. Jika terdapat pengaduan, maka saya akan langsung 
memproses pengaduan tersebut dengan mengkanal pengaduan itu ke 
SKPD yang bersangkutan.” 
 
Namun, terkadang ada beberapa SKPD yang masih sering 
mengabaikan pengaduannya meskipun petugas PINDU sering 
mengingatkan. Dalam kasus seperti ini maka Kepala Sub Bagian akan 
turun tangan dengan menghubungi SKPD bersangkutan. Hal ini 
dikatakannya kepada peneiti saat diwawancara. Beliau mengungkapkan 
bahwa: 
“jika para tim teknis tidak dapat mengakses departemen atau SKPD 
terkait, maka saya yang akan turun tangan menghubungi SKPD 
bersangkutan agar segera menjawab pengaduannya. Jika masih saja 
pengaduan tersebut diabaikan maka Kepala Bagian yang akan 
menegur langsung sebelum akhirnya ditegur oleh Kepala Bagian 
Ortala maupun oleh bapak Bupati.” 
 
Biasanya terdapat SKPD yang mengabaikan pengaduan yang 
masuk sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka Kepala Sub Bagian 
yang menegur SKPD bersangkutan. Jika pengaduan masih saja 
diabaikan, maka Kepala Bagian yang akan mengingatkan kepada SKPD 
bersangkutan sebelum akhirnya mendapat teguran langsung dari Bupati. 
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Dengan pengawasan yang ekstra dari para pelaksana PINDU, 
semua pengaduan yang dikanal ke SKPD telah diproses dan telah 
berstatus selesai. Pengadua-pengaduan tersebut kemudian dilaporkan 
kepada Bupati setiap hari Senin untuk setiap pekannya. Sejauh ini belum 
ada pengaduan yang tidak diproses, semuanya telah dijawab dan 
ditindaklanjuti oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
IV.3.6 Hubungan PINDU dengan Operator PPID SKPD 
Selanjutnya ialah menganalisis SKPD mana yang sering 
mendapat pengaduan serta pengaduan apa saja yang sering diadukan 
oleh masyarakat. Untuk itu, dari data yang diperoleh peneliti mengolah 
data dengan membagi SKPD tersebut menjadi beberapa kategori. 
Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang 
adalah sebanyak 45 SKPD. Keseluruhan SKPD tersebut termasuk di 
dalamnya Kecamatan, Badan, Dinas, Kantor, KPU (Komisi Pemilihan 
Umum), Rumah Sakit Umum, Sekretariat, serta Inspektorat Kabupaten. 
Pada tabel di atas peneliti mengelompokkan SKPD berdasarkan kategori 
Kecamatan, Badan, Kantor, Dinas, dan lain-lain. 
Kecamatan yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten 
Pinrang adalah sebanyak 12 Kecamatan. Daftar kecamatan tersebut 
adalah: 
1) Kecamatan Mattiro Sompe 
2) Kecamatan Paleteang; 
3) Kecamatan Batulappa; 
4) Kecamatan Lanrisang; 
5) Kecamatan Cempa; 
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6) Kecamatan Duampanua; 
7) Kecamatan Patampanua; 
8) Kecamatan Suppa; 
9) Kecamatan Mattiro Bulu; 
10) Kecamatan Tiroang; 
11) Kecamatan Lembang; dan 
12) Kecamatan Watang Sawitto. 
Terdapat 15 Dinas diantaranya: 
1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 
2) Dinas Kesehatan; 
3) Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata; 
4) Dinas Pekerjaan Umum; 
5) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; 
6) Dinas Kelautan dan Perikanan; 
7) Dinas Pertanian dan Peternakan; 
8) Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 
9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
10) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; 
11) Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil; 
12) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi; 
13) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 
14) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran; serta 
15) Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Mineral. 
Selain Kecamatan dan Dinas terdapat pula 7 Badan diantaranya: 
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1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
2) Badan Kepegawaian Daerah; 
3) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 
4) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan; 
5) Badan Lingkungan Hidup; 
6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; serta 
7) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 
Adapun beberapa Kantor yang menjadi SKPD Kabupaten Pinrang 
ialah: 
1) Kantor Ketahanan Pangan; 
2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 
3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 
4) Kantor Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta 
5) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. 
Sementara pada kategori lain-lain peneliti mengelompokkan: 
1) Sekretariat Daerah; 
2) Sekretariat DPRD; 
3) Seketariat Korpri; 
4) Inspektorat Kabupaten; 
5) Komisi Pemilihan Umum; 
6) Rumah Sakit Umum; serta 
7) PINDU (Pusat Pelayanan Infromasi dan Pengaduan). 
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Untuk mengetahui SKPD yang paling sering mendapatlan 
pengaduan oleh masyarakat, dapat dilihat pada tabel beikut. 
Tabel 4. 





Dinas Badan Kecamatan Kantor Lain-
lain 
Jan 19 3 - 1 - 23 
Feb 14 5 1 1 1 22 
Mar 10 3 - 1 4 18 
Apr 4 - - - - 4 
Mei 3 3 5 - 1 12 
Jun 7 1 - - - 8 
Jul 4 - - 2 2 8 
Agt 1 3 1 - 1 6 
Sept 7 4 5 - 1 17 
Okt 16 1 1 1 2 21 
Nov 7 6 2 1 1 17 
Des 7 6 2 1 1 17 
JUMLAH 99 35 17 8 14 138 
Hasil Olahan Data Rekap Pelayanan Pengaduan tahun 2015 
Pada data tersebut menunjukkan bahwa SKPD yang paling 
banyak mendapatkan pengaduan ialah Dinas. Dalam 1 (satu) tahun yakni 
pada tahun 2015, Dinas mendapatkan sebanyak 99 pengaduan 
dibandingkan dengan SKPD yang lain. Data yang diperoleh peneliti 
menunjukkan bahwa dinas yang paling banyak atau yang paling sering 
mendapatkan pengaduan ialah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 
Kebakaran. 
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana mengatakan bahwa: 
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“biasanya yang paling sering diadukan oleh masyarakat ialah masalah 
kebersihan lingkungan misalnya masalah sampah yang bertumpuk 
disuatu tempat.” 
 
Sampah merupakan masalah yang selalu diadukan. Sampah yang 
bertumpuk di salah satu titik menjadi penghambat dan penganggu bagi 
masyarakat. Sampah sering kali dibuang bukan pada tempatnya oleh 
masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Sampah-sampah tersebut 
kemudian mengganggu masyarakat lainnya yang bertempat tinggal dekat 
dengan tumpukan sampah. Selain itu, para pengguna jalan juga sering 
diganggu dengan bau sampah yang bertumpuk di titik-titik tertentu yang 
bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu, 
beberapa masyarakat melakukan pengaduan kepada Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Kebakaran untuk segera mengangkut sampah dan 
membersihkan lingkungan. 
Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu petugas pelayanan 
pengaduan bahwa: 
“masyarakat sering mengadukan masalah sampah yang mengganggu 
lingkungan sekitar dan kenyamanan masyarakat.” 
Selain masalah sampah, masalah lainnya yang sering diadukan 
oleh masyarakat terkait Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran 
ialah masalah lampu jalan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan 
koordinator tim teknis PINDU yang menambahkan bahwa: 
“selain masalah kebersihan yang menjadi sorotan dalam pengaduan 
masyarakat, masalah lampu jalan juga sering dilaporkan masyarakat. 
Lampu jalan yang tidak berfungsi dengan baik.” 
Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masyarakat paling 
sering melakukan pengaduan terkait masalah sampah yang bertumpuk 
sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain itu, lampu jalan 
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juga sering mendapat sorotan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang 
merasakan ketidaknyamanan dan tidak aman saat melintas disuatu jalan 
yang sepi dan gelap sementara lampu jalan tidak berfungsi dengan baik. 
Pengaduan-pengaduan tersebut menyangkut tugas pokok dan fungsi 
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran, sehingga wajar saja jika 
Dinas KPK yang paling banyak mendapatkan pengaduan. 
Akan tetapi, pengaduan masalah sampah maupun masalah lampu 
jalan, seringkali tidak ditindak lanjuti secara langsung oleh Dinas KPK. 
Hal ini dikarenakan pengadu yang tidak memberikan alamat lengkap 
serta nomor lampu jalan yang dimaksud. Oleh karena itu, butuh waktu 
beberapa hari bagi Dinas untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, 
sebab pengaduan terlebih dahulu harus ditanggapi dengan meminta 
alamat serta keterangan yang lebih lengkap kepada pengadu. 
Operator PINDU Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran 
mengatakan bahwa: 
“dalam menjawab pengaduan masalah kebersihan maupun masalah 
lampu jalan, kami sering mengalami kendala. Kendala tersebut ialah 
pengadu tidak mencantumkan dan melaporkan masalah tersebut 
dengan alamat yang lengkap. Sama halnya dengan masalah lampu 
jalan, terkadang pengadu hanya melaporkan lampu jalan tidak 
berfungsi tetapi kami tidak mengetahui nomor lampu jalan yang 
dilaporkan.” 
Operator sering mendapatkan pengaduan yang tidak lengkap 
sehingga pengaduan tersebut tidak langsung ditindaklanjuti oleh Dinas 
Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran. Pengaduan tersebut ditanggapi 
oleh petugas PINDU sebelum dikirm ke SKPD bersangkutan. Hal ini 
diketahui dari hasil wawancara dengan salah satu petugas PINDU bahwa: 
“setelah mengetahui kendala dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 
Kebakaran maka kami terlebih dahulu yang merespon pengaduan 
tersebut kepada sipengadu agar melengkapi pengadunnya. Setelah 
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lengkap baru kami mengirimkan pengadun itu ke Dinas terkait untuk 
kemudian ditanggapi dan ditindaklanjuti.” 
 
Pengaduan yang dikirimkan kepada Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Kebakaran ditindaklanjuti dengan cara mencetak 
pengaduan kemudian dilaporkan kepada kepala Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Kebakaran untuk ditanggapi dan diberikan jawaban. 
Operator PINDU Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran 
mengatakan: 
“dalam SOP PINDU kami memiliki waktu maksimal 2 x 24 jam untuk 
menanggapi setiap pengaduan. Pengaduan tersebut saya cetak 
dengan print out kemudian saya serahkan kepada kepala Dinas. 
Setelah itu, kepala Dinas yang akan memberikan jawaban pengaduan 
dilembar pengaduan yang saya cetak. Jawaban pengaduan harus 
ditulis, tidak boleh secara lisan sebab tidak ada bukti yang dapat saya 
lampirkan.” 
 
Jawaban pengaduan tersebut diketik pada akun yang dimiliki 
operator PINDU Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran. 
Jawaban pengaduan harus diketik sesuai jawaban yang diberikan oleh 
kepala Dinas. Jawaban pengaduan kemudian dikirimkan kepada PINDU. 
Sementara pada lembaran jawaban pengaduan disimpan dan diarsipkan 
oleh operator SKPD. 
Operator PINDU Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran 
melanjutkan: 
“setelah mendapat jawaban pengaduan dari atasan, saya kemudian 
mengetik jawaban pengaduan tersebut sesuai yang diberikan oleh 
Bapak. Selanjutnya, ialah mengirimkan jawaban pengaduan ke server 
yaitu PINDU untuk kemudian dikirim kepada sipengadu.” 
 
Pada setiap jawaban pengaduan harus disertai dengan tertanda 
Dinas yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai transparansi 
pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menanggapi jawaban pengaduan 
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sehingga menunjukkan bahwa pengaduan tersebut telah sampai kepada 
yang bersangkutan serta dikelola dan dijawab oleh orang-orang yang 
bertanggung jawab dan memiliki kewenangan. 
Sementara, jika pengaduan melibatkan lebih dari 1 (satu) SKPD 
maka jawaban pengaduan tersebut akan dihimpun oleh petugas PINDU 
untuk kemudian dikirim sebagai jawaban kepada sipengadu. Namun 
sebelumnya, PINDU yang akan mengkanal pengaduan tersebut dan akan 
mengirim pengaduan itu kepada SKPD yang bersangkutan. 
Operator PINDU Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran 
mengatakan bahwa: 
“pernah ada pengaduan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) SKPD 
dan Dinas KPK termasuk di dalamnya. Waktu itu, ada pengaduan 
tentang sekam yang berterbangan. Ini melibatkan beberapa SKPD 
sehingga petugas PINDU mengadakan rapat mediasi untuk 
penyelesaian masalah ini.” 
 
Rapat mediasi dilakukan ketika pengaduan tidak selesai hanya 
dengan lewat media serta dalam keadaan yang mendesak. Pada rapat 
mediasi semua SKPD yang berkaitan dengan sebuah pengaduan wajib 
hadir untuk dapat memberikan solusi dalam penyelesaian masalah. 
SKPD yang bersangkutan dengan pengaduan akan dikoordinasikan dan 
dikirimkan surat oleh PINDU untuk mengahdiri rapat mediasi yang telah 
ditetapkan waktunya. Rapat mediasi dilakukan di ruang mediasi di 
PINDU. Rapat mediasi biasanya dipimpin oleh Bupati Pinrang. Dalam 
rapat mediasi juga masyarakat atau pengadu juga turut diundang untuk 
hadir. Dengan rapat mediasi ini maka masalaha dapat diselesaikan 
dengan tanpa merugikan salah satu pihak. 
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Selanjutnya yang paling banyak mendapatkan pengaduan setelah 
Dinas adalah Badan. Sebanyak 7 (tujuh) Badan keseluruhannya 
mendapat 35 pengaduan selama tahun 2015. Salah satu Badan yang 
diwawancarai oleh peneliti adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal (BP2TPM). 
Dari hasil wawancara dengan operator PINDU Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diketahui bahwa pengaduan 
yang masuk pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal, dicetak kemudian diberikan kepada sekretaris Badan untuk 
kemudian ditanggapi oleh Kepala Badan. Hal ini juga tak jauh berbeda 
dan hampir sama dengan cara teknis yang dilakukan oleh Dinas 
Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran. 
Operator Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal mengatakan: 
“jika ada pengaduan yang masuk, teknik saya adalah men-screen 
shoot pengaduan tersebut kemudian mencetaknya dalam bentuk hard 
copy. Hard copy tersebut kemudian saya proses. Diberikan kepada 
ibu sekertaris untuk didisposisi dan kemudian dijawab oleh kepala 
Badan.” 
 
Inisiatif hard copy ini dilakukan agar operator dapat melampirkan 
dan mengarsipkan bukti tanggapan atas pengaduan. Dengan demikian 
jelas bahwa tugas operator bukan memberikan jawaban pengaduan 
melainkan hanya sebagai perantara dari pihak SKPD dengan PINDU. Hal 
ini ditegaskan oleh kedua operator di atas. 
Operator PINDU Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran 
mengatakan bahwa: 
“kapasitas saya disini hanya sebagai operator bukan yang menjawab 
langsung pengaduan. Oleh karea itu saya butuh bukti dalam bentuk 
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dokumen untuk membuktikan laporan jawaban pengaduan yang saya 
kirim ke PINDU.” 
 
Operator PINDU Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal juga mengatakan bahwa: 
“bukan saya yang menjawab pengaduan, saya hanya operator saya 
tidak berani memberikan jawaban. Pengaduan yang masuk saya 
proses untuk diberi jawaban oleh atasan. Apapun jawaban yang 
diberikan atasan itulah yang saya laporkan ke PINDU. Dan hard copy 
ini membantu saya sebagai bukti laporan jawabana pengaduan.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bukan operator 
yang meberikan jawaban pengaduan melainkan jawaban pengaduan 
tersebut diproses dan diberikan kepada kepala Dinas, Badan dan Kantor 
sebagai pihak yang berwenang untuk menjawab pengaduan tersebut. 
 Beliau melanjutkan bahwa: 
“pernah ada pengaduan tentang adanya kafe liar. Artinya kafe ini tidak 
memiliki izin penanaman modal. Nah, kami hanya memberikan 
jawaban yang berupa saran agar segera melaporkan ke Satpol PP 
sebagai pihak pengaman daerah karena jelas ini bukan ranah kami. 
Akan tetapi, biasanya juga kami yang langsung berkoordinasi dengan 
satpol PP.” 
 
Dengan demikian, pengaduan yang bukan menjadi tugas atau 
ranah dari SKPD yang ditujukan, maka pihak SKPD harus tetap 
menjawab dan menanggapi pengaduan tersebut dengan memberikan 
informasi ataupun saran. Pengaduan tidak boleh diabaikan begitu saja. 
Untuk menghindari minimnya pengaduan yang tidak tepat tujuan SKPD, 
maka petugas PINDU wajib mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-
masing SKPD. 
Koordinator tim teknis PINDU mengatakan bahwa: 
“kami harus mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi 
masing-msing SKPD agar saat melakukan kanalisasi pngaduan kami 
tidak salah kirim ke SKPD. Ada 12 kecamatan dan 33 SKPD yang 
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harus kami tahu dan pahami semua tugas pokok dan fungsinya 
masing-masing.” 
 
Beliau melanjutkan bahwa: 
“semua SKPD yang ada di Kabupaten Pinrang telah saya buatkan 
akun yang berhubungan dengan PINDU. Dengan demikian 
masyarakat bebas mau melakukan pengaduan apa saja pasti akan 
dijawab dengan SKPD yang bersangkutan.” 
Namun di sisi lain salah satu petugas pelayanan informasi 
mengatakan bahwa: 
“belum semua SKPD terhubung dengan PINDU. Hal ini dikarenakan 
masih terbatasnya jaringan akses internet pada SKPD tertentu.” 
Dari hasil pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa semua 
SKPD di Kabupaten Pinrang telah terhubung dengan PINDU dan memiliki 
akun untuk menjawab berbagai bentuk pengaduan. Hal ini dilihat dari 
sistem aplikasi PINDU yang telah terhubung dengan semua SKPD 
Pemerintah Kabupaten Pinrang. Selain Dinas dan Badan, Kecamatan, 
Kantor dan sekretariat serta PINDU juga pernah mendapatkan layanan 
informasi dan pengaduan. Dengan demikian, jelas bahwa PINDU dengan 
seluruh SKPD di Kabupaten Pinrang telah memiliki akun dan telah 
terhubung langsung dengan PINDU. 
Sementara itu, Operator PINDU Kantor Perpustakaan, Arsip dan 
Dokumentasi mengutarakan hal yang berbeda. Beliau mengemukakan: 
“pengaduan yang berhubungan dengan kantor perpustakaan hanya 
sesekali mendapat pengaduan. Bahkan mungkin sejauh ini hanya 
berkisar 5 (lima) pengaduan saja.” 
 
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, tidak mendapatkan 
pengaduan yang banyak dibandingkan dengan SKPD sosial lainnya. Dari 
hasil observasi peneliti, menunjukkan bahwa perpustakaan daerah 
tersebut telah mengalami peningkatan dari sebelumnya. Banyaknya 
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referensi buku serta tersedianya layanan internet kini telah menjadikan 
perpustakaan daerah ini jauh dari pengaduan dari masyarakat. Selain itu, 
pelayanan pada perpustakaan juga sangat baik. 
Kehadiran PINDU ini sangat membantu kinerja SKPD. Operator 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mengatakan 
bahwa: 
“dengan adanya PINDU ini kami juga dapat mengetahui dan melacak 
bahwa ada beberapa usaha di Kabupaten Pinrang yang tidak 
memeiliki izin usaha. In berarti usaha yang mereka dirikan adalah 
bersifat illegal. Dengan adanya pengaduan dari masyarakat kami 
langsung menndaklanjuti hal tersebut.” 
Hal serupa juga disampaikan oleh operator PINDU Dinas 
Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran, bahwa: 
“PINDU membantu kami meningkatkan kinerja kami. Selain itu, 
masyarakat juga membantu kami dengan adanya berbagai 
pengaduan yang diberikan. Secara tidak langsung, mereka telah 
memberikan pengawasan terhadap kinerja kami sekaligus 
menunjukkan adanya kepedulian mereka terhadap lingkungan.” 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya PINDU 
masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal dari hal-hal yang 
bersifat illegal dan mengganggu ketentraman masyarakat melalui 
pengaduan yang disampaikan. 
Oleh karena itu, keberadaan PINDU harus semakin dikenal oleh 
masyarakat Kabupaten Pinrang agar masyarakat memiliki forum untuk 
menyampaikan pengaduannya. Meskipun ada peningkatan dari tahun 
2014 ke tahun 2015 masyarakat yang menggunakan layanan PINDU, 
namun peneliti beranggapan bahwa hal ini masih belum maksimal. 
Kehadiran PINDU di kalangan masyarakat masih banyak yang belum 
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mengetahuinya. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu 
masyarakat yang berinisial JL mengatakan bahwa: 
“saya sama sekali tidak tahu tentang PINDU.” 
Bukan hanya JL, beberapa masyarakat yang ingin dimintai 
keterangan oleh peneliti mengenai PINDU juga tidak mengetahuinya. 
Ketidaktahuan masyarakat tersebut juga sempat menjadi kendala bagi 
peneliti untuk mendapatkan keterangan mengenai PINDU. Hal ini 
dikarenakan sosialisasi keberadaan PINDU yang masih kurang 
dilaksanakan sehingga masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui keberadaan dan kehadiran PINDU. 
Sejauh ini PINDU hanya melakukan sosialisasi melalui media 
pemasangan baliho pada sejumlah titik di pusat kota Kabupaten Pinrang. 
Selain itu, pembagian dan pemasangan stiker juga telah dilakukan. 
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana mengakui bahwa: 
“sosisalisasi yang telah kami laksanakan ialah memasang baliho-
baliho PINDU di setiap sudut kecamatan serta mengadakan 
kerjasama dengan pihak ketiga yakni BKPRMI untuk 
mensosialisasikan PINDU serta mendatangi sekolah-sekolah 
unggulan.” 
 
Namun, dari hasil penelitian di lapangan baliho-baliho yang 
dimaksud tersebut tidak semua berada dan dipasang pada setiap 
kecamatan. Baliho ini hanya terdapat dibeberapa titik di Kota Pinragn 
sehingga masyarakat yang tidak pernah berkunjung ke pusat kota tentu 
tidak mengetahui keberadaan PINDU. Selain itu, kerjasama yang dengan 
pihak ketiga yang dimaksud hanyala beberapa BKPRMI di kecamatan 
saja. 
Beliau melanjutkan bahwa: 
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“saat ini kami masih sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi 
dengan memperbanyak pemasangan baliho dan spanduk serta stiker 
PINDU.” 
 
Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Anjab menambahkan bahwa: 
“tahun 2016 kami merencanakan akan mengadakan sosialisasi 
PINDU dengan mengadakan iklan dibeberapa radio dan pembuatan 
film dokumenter tentang PINDU. Selain itu, pemasanagan baliho di 
beberapa daerah di Kabupaten Pinrang akan diperbanyak dan 
ditingkatkan.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sosialisasi PINDU 
pada tahun 2016 akan semakin ditingkatkan. Sosialisasi tersebut 
dilakukan dalam bentuk iklan dibeberapa saluran radio di Kabupaten 
Pinrang serta pembuatan iklan melalui film dokumenter yang kemudian 
akan dipasang pada setiap televisi elektoronik SKPD Kabupaten Pinrang. 
Dengan begitu, masyarakat yang berkunjung ke SKPD Kabupaten 
Pinrang dan yang sedang melakukan pelayanan, akan mengetahui 
keberadaan dan kehadiran PINDU. Selain itu, pemasangan baliho, 
spanduk, stiker serta kerja sama dengan pihak ketiga akan ditingkatkan 
lagi. 
Koordinator tim teknis PINDU juga berpendapat: 
 
“kami akan memprogramkan sosialisasi PINDU dengan mengunjungi 
beberapa kecamatan. Diharapkan dengan sosialisasi tersebut kami 
dapat menjelaskan lebih dalam kepada masyarakat tentang teknis-
teknis PINDU.” 
Meskipun sosialisasi yang masih tergolong kurang, beberapa 
masyarakat juga telah mengetahui keberadaan serta telah mengakses 
PINDU. Dari beberapa pendapat beranggapan bahwa masyarakat telah 
banyak yang mengetahui kehadiran PINDU. Hal ini diungkapkan oleh 
operator PINDU BP2TPM yang mengatakan bahwa: 
“menurut saya, sudah lumayan banyak masyarakat yang telah 
mengetahui PINDU karena dilihat dari pengaduan yang masuk 
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melalui berbagai media yaitu SMS, web dan e-mail. Saya yakin 
bahwa PINDU ini sudah semakin banyak dikenal oleh masyarakat.” 
 
Operator PINDU BP2TPM berpendapat telah banyak masyarakat 
yang mengetahui PINDU yang dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk 
melalu berbagai media semakin meningkat. Senada dengan itu, Operator 
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran juga berpendapat hal 
yang sama. Beliau mengatakan bahwa: 
“sejauh ini, khusus untuk Dinas KPK telah mendapat pengaduan 
kurang lebih 60 pengaduan. Dari jumlah tersebut dapat dilihat 
semakin banyaknya masyarakat yang mulai mengenal PINDU.” 
 
Selain pendapat tersebut, keberadaan PINDU yang semakin 
dikenal oleh masyarakat juga dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian 
Tatalaksana dan Anjab. Beliau mengungkapkan bahwa: 
“PINDU sudah semakin dikenal oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan 
oleh banyaknya jumah pengaduan maupun layanan informasi yang 
digunakan oleh masyarakat melalui PINDU. 
 
Dari hasil observasi peneliti, terdapat salah satu masyarakat yang 
sedang melakukan kunjungan langsung ke PINDU untuk layanan 
informasi. Pengunjung tersebut berinisial SB memberi keterangan bahwa: 
“saya mengetahui PINDU dari baliho yang terpasang di salah satu 
sudut kota. Dengan mengetahui keberadaan PINDU tersebut saya 
datang kesini dan menginginkan layanan informasi.” 
 
Salah seorang masyarakat pengguna PINDU melalui via web 
dengan inisial AS juga memberi keterangan: 
“PINDU ini saya tahu dari situs web. Setelah itu saya mencoba 
melakukan pengaduan melalui via web terkait lampu jalan yang sering 
mati tepat di sekitar rumah saya.”  
 
AS melanjutkan bahwa: 
“setelah mengakses PINDU dan ada tindak lanjut dari pemerintah, 
saya langsung merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. 
Pengaduan saya terasa direspon oleh pemerintah.” 
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Dari keterangan AS telah diketahui bahwa pengaduan yang 
masuk terkelola dengan baik dan mendapat tindak lanjut dari pemerintah. 
AS telah menggunakan layanan PINDU sebagai wadah untuk 
menyampaikan pengaduannya terkait masalah lampu jalan yang 
mengalami kerusakan di sekitar jalan menuju rumahnya. 
Pengguna PINDU lainnya yang mengakses melalui via SMS 
(Short Message Service) berpendapat yang sama. AA mengatakan 
bahwa: 
“kehadiran PINDU sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kami sebagai 
masyarakat tidak lagi merasa terabaikan oleh pemerintah. Dengan 
adanya PINDU, kami bisa melakukan pengaduan apapun yang ingin 
kami sampaikan.” 
 
AA memberikan saran untuk PINDU ke depannya melalui 
wawancara dengan peneliti. Beliau mengatakan bahwa: 
“PINDU ini harus disosialisasikan kepada msyarakat agar mereka 
dapat menyampaikan keluhan serta melakukan pengawasan kinerja 
SKPD Pemerintah Kabupaten Pinrang.” 
 
Sementara, masyarakat lainnya dengan inisial ED yang telah 
mengakses PINDU dengan melakukan kunjungan langsung berpendapat 
bahwa: 
“PINDU ini sebenarnya sudah sangat bagus. Namun, belum banyak 
diketahui oleh masyarakat. Kalau sudah banyak masyarakat yang 
mengetahuinya serta cara mengaksesnya, maka akan lebih baik lagi.” 
 
ED melanjutkan bahwa: 
“Saya mengetahui PINDU ini dari awal. Kebetulan saya hadir pada 
saat PINDU melakukan launching beroperasinya. Untuk memastikan 
dan mencoba PINDU, maka saya berkunjung langsung untuk 
mendapatkan sebuah informasi yang saya butuhkan.” 
 
ED adalah salah satu masyarakat yang berasal dari daerah yang 
cukup jauh dari pusat kota Pinrang. Saat pertama kali PINDU melakukan 
114 
 
launching, ED hadir pada waktu itu. Untuk mengetahui lebih jau tentang 
PINDU, ED pernah dating untuk layanan informasi bahkan berkali-kali. 
Setiap berkunjung ke PINDU, ED selalu mendapatkan pelayana yang 
baik dari para petugas PINDU. Namun, ED menyarankan bahwa 
pemerintah harus menyebarluaskan kehadiran PINDU dengan 
memperbanyak sosialisasi. 
Harapan masyarakat untuk memperbanyak sosialisasi PINDU 
juga diungkapkan oleh HB. Beliau mengungkapkan: 
“hanya sekali saya mengakses PINDU, itupun karena keluhan 
lingkungan. PINDU saya tahu dari teman yang bekerja di Dinas. 
Pemerintah harus meningkatkan sosialisasinya, agar kami lebih bias 
mengakses PINDU lagi dengan lancar melalui media lain.” 
HB beranggapan, awalnya beliau tidak mengenal PINDU. Namun, 
karena pencemaran lingkungan di sekitar rumahnya, secara tidak sengaja 
salah satu teman yang bekerja di SKPD Kabupaten Pinrang 
memberitahukan keberadaan PINDU. Selain itu, teman HB juga 
menyarankan serta memberitahukan HB mengakses PINDU melalui via 
SMS. Hal ini dikarenakan HB tidak mampu mengakses media lain seperti 
internet. Saat itu juga, HB baru mengetahui tentang PINDU dan cara 
mengakses PINDU via SMS. 
HB melanjutkan: 
“terus terang, awalnya saya tidak percaya bahwa melalui PINDU ini 
pemerintah akan segera membersihkan pencemaran lingkungan di 
sekitar rumah saya. Namun, saya tetap mencoba menggunakan 
PINDU dan Alhamdulillah pemerintah betul-betul turun tangan 
menyelesaikan masalah tersebut.” 
Dari keterangan tersebut, jelas bahwa sosialisasi perlu 
diperbanyak dan dilakukan terus-menerus, baik dari segi pengenalan 
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PINDU hingga cara mengakses PINDU melalui berbagai media. Hal ini 
perlu dilakukan agar PINDU semakin bermanfaat pada lingkup 
Pemerintah Kabupaten Pinrang.  Selain itu, kehadiran PINDU sebagai 
inovasi Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pelayanan 
publik dikenal oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten 
Pinrang sehingga aspirasi masyarakat sebagai sasaran atau obejk dari 
pelayanan publik dapat dikelola dan dijadikan bahan evaluasi bag 
pemerintah dalam hal pelayanan publik. 
IV.3.7 Hambatan yang dihadapi Oleh Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan (PINDU) Pemerintah Kabupaten Pinrang 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan PIINDU 
mengatakan bahwa sejauh ini mereka belum ada kendala yang dihadapi 
dari segi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Para petugas PINDU 
mengau bahwa sejauh ini mereka sangat menikmati pemberian layanan 
PINDU dan belum mendapat kendala apapun. 
Namun, dari hasil penelitian di atas, peneliti mengetahui bahwa 
masih terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PINDU. 
Hambatan tersebut ialah sebagai berikut. 
1. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
penanganan pengaduan  oleh PINDU. Mungkin sebagian besar 
masyarakat masih pesimis dan menganggap bahwa pengaduan 
mereka tidak akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan hanya 




2. Adanya keengganan sebagian masyarakat menyampaikan 
pengaduan kepada pemerintah baik dikarenakan faktor budaya dan 
moral dimana masyarakat merasa tidak sopan atau tidak nyaman 
mengkritisi pemerintah atau bisa juga karena pertimbangan 
keamanan, mengingat masih adanya pihak baik dari kalangan 
masyarakat maupun pemerintah yang berpandangan bahwa 
pengaduan adalah sesuatu yang negatif  sehingga seringkali 
bersikap tidak bijak terhadap pengadu. 
3. Masih ada masyarakat yang belum bisa menggunakan fasilitas 
seperti internet. 
4. Masih  minimnya kuantitas sosialisasi yang dilakukan sehingga 
masyarakat semakin acuh tak acuh terhadap pengawasan kinerja 
penyelenggara pelayan publik. 
IV.4 PEMBAHASAN 
Untuk melihat implementasi inovasi kebijakan program PINDU ini 
maka ada 4 (empat) indikator atau kriteria yang digunakan peneliti. 
IV.4.1 Aturan dan Komunikasi PINDU 
Aturan dan komunikasi, dilihat dari aturan administrasi, 
komunikasi serta pertukaran informasi mengenai PINDU. Dalam hal ini 
peneliti membagi menjadi beberapa pembahasan mengenai aturan-
aturan di PINDU. Aturan tersebut meliputi aturan petugas PINDU, aturan 






1. Aturan Petugas PINDU 
Dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) 
Pemerintah Kabupaten Pinrang, diuraikan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing para petugas tim teknis PINDU. Keseluruhan tugas 
pokok dan fungsi tersebut telah dijalankan dengan baik oleh para 
petugas. 
Selain menguraikan tugas pokok dan fungsi masing-masing 
petugas PINDU, dalam Peraturan Bupati tersebut juga diatur etika 
petugas PINDU dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Salah 
satuetika tersebut ialah melaksanakan Budaya 5 S (Senyum, Salam, 
Sapa, Sopan dan Santun). 
Dari hasil pengamatan peneliti menunjukkan keramahan 
petugas PINDU dalam menyambut masyarakat yang ingin 
menggunakan layanan PINDU khususnya masyarakat yang 
melakukan kunjungan langsung ke PINDU. Ketika masyarakat mulai 
membuka pintu PINDU terlihat 2 (dua) orang petugas pelayanan 
informasi menyambut dengan senyum dan sapa dengan berdiri dan 
mempersilahkan masyarakat duduk. Setelah itu, salah seorang 
petugas pelayanan menanyakan maksud dan tujuan masyarakat. Jika 
masyarakat membutuhkan layanan pengaduan maka akan diarahkan 
ke ruang pengaduan. Jika masyarakat membutuhkan informasi maka 
petugas layanan informasi memberikan selembar formulir untuk diisi. 
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Di ruang pengaduan, petugas pelayana pengaduan juga 
menyambut ramah pengunjung menanyakan maksud dan tujuan serta 
memberikan pelayanan yang baik dengan ramah. 
Selain itu, selama melakukan observasi, peneliti selalu 
diberikan informasi data yang dibutuhkan. Namun, terkait identitas 
pengadu yang diminta oleh peneliti, petugas PINDU dengan halus 
menolak hal tersebut. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tugas dan 
kewajiban petugas PINDU untuk melindungi dan merahasiakan 
identitas pengadu. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa petugas PINDU 
memberikan pelayanan yang sangat baik dan menolak layanan 
tersebut secara halus jika memang bertentangan dengan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan aturan PINDU. 
Hasil wawancara peneliti dengan petugas pelayanan informasi 
mengatakan bahwa: 
“kami selalu berusaha untuk mematuhi aturan yang ada karena 
kami selalu dikontrol dan diawasi oleh atasan. Di PINDU, kami 
dikontrol oleh koordinator. Selain itu, pengawasan dari bagian Ortala 




Petugas layanan informasi lainnya menambahkan: 
“sangat sulit bagi kami untuk tidak mematuhi aturan karena bukan 
hanya dari segi pengawasan dari atasan, ini juga merupakan 
tanggung jawab kami sebagai petugas PINDU.” 
 
 
Selain itu, koordinator tim teknis PINDU juga berpendapat: 
119 
 
“jika kami yang melanggar sedikit saja aturan, misalnya 
membeberkan atau membocorkan identitas pengguna ataupun 
mengubah pengaduan dan jawaban pengaduan tentu saja sangat 
mudah kami lakukan. Akan tetapi kembali lagi pada rasa tanggung 
jawab serta kesadaran moral kami atas posisi ini. Jika kami yang 
menyalahgunakan wewenang tersebut maka bagaimana jadinya 
daerah ini. Kami sudah disumpah jabatan, jadi kami tidak akan 
melakukan hal itu.” 
 
 
Keterangan tersebut sangat jelas bahwa petugas PINDU 
melaksanakan tugas sesuai peraturan yang ada. Meskipun ada 
peluang untuk mengubah informasi, mengubah pengaduan ataupun 
jawaban pengaduan serta membocorkan identitas pengguna, namun 
petugas PINDU tidak melakukan pelanggaran aturan pelayanan. Para 
petugas PINDU sadar akan tanggung jawab dan menjunjung 
profesional kerja serta konsekuensi yang akan diterima jika 
menyalahgunakan wewenang. 
2. Aturan Pengguna PINDU 
Dalam menggunakan layanan PINDU telah diatur pula dalam 
Peraturan Bupati. Permohonan informasi dan pengaduan dapat 
disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. Permohonan 
Informasi/Pengaduan secara lisan sebagaimana  disampaikan 
dengan cara : 
a) Langsung kepada petugas PINDU dengan melakukan kunjungan 
ke sekretariat PINDU; atau 
b) Melalui telepon/call center dengan nomor (0421) 922759  atau 
0811-416-7599. 
Dalam hal permohonan informasi/ pengaduan secara lisan 
baik pengguna layanan maupun petugas PINDU yang menerima 
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permohonan wajib mengisi formulir permohonan informasi atau 
pengaduan. 
Sementara permohonan informasi/Pengaduan secara tertulis 
dapat disampaikan melalui : 
a) Short Message Service (SMS) dengan Nomor 081-391-471-171 
dengan Format #NO.KTP#NAMA#ALAMAT#ISI PENGADUAN; 
b) Internet dengan Website : https://pindu.pinrangkab.go.id; atau 
c) E-mail dengan alamat : pindu@pinrangkab.go.id. 
Pada permohonan informasi/pengaduan tertulis pengguna 
harus mengisi data: 
a) Identitas pengguna layanan yang paling sedikit memuat data 
Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Alamat, Nomor Telpon 
yang bisa dihubungi; 
b) Materi Informasi yang dimohonkan / Pengaduan;dan 
c) Waktu Pengajuan Permohonan/Pengaduan. 
Dalam hal permohonan informasi/pengaduan secara tertulis, 
permohonan wajib mengisi formulir permohonan informasi/pengaduan 
sesuai data yang dibutuhkan petugas PINDU. 
Jenis informasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan 
kepada PINDU adalah informasi/pengaduan yang berkaitan dengan 
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
3. Aturan PINDU dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana. 
Selain aturan untuk PINDU serta aturan untuk para pengguna, 
PINDU juga harus selalu berkomunikasi dengan bagi Organisasi dan 
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Tatalaksana. Aturan dan jalur koordinasi tersebut selalu berjalan 
dengan baik. Pengawasan bagian Organisasi dan Tatalaksana 
sebagai penanggungjawab PINDU tak pernah lepas setiap hari. 
Semua layanan PINDU diproses oleh tim teknis PINDU dan diketahui 
oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana. 
Jalur koordinasi tersebut juga dapat dilihat dari pengaduan 
yang disetor PINDU kepada bagian Organisasi dan Tatalaksan setiap 
hari Jumat untuk setiap pekannya. Jika terdapat masalah terhadap 
pengaduan tersebut maka bagian Organisasi dan Tatalakasana 
melalui Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Analisis Jabatan segera 
mengkooridnasikan pengaduan tersebut sebelum pengaduan itu 
diberikankepada Bupati setiap hari Senin. 
Aturan selanjutnya ialah sebelum mengadakan rapat mediasi, 
terlebih dahulu petugas PINDU melalui koordinator tim teknis PINDU 
harus mengkoordinasikan hal tersebut kepada Bagian Organisasi dan 
Tatalaksana. 
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti dengan 
beberapa informan PINDU diketahui bahwa aturan dan komunikasi di 
PINDU sangat jelas serta diterapkan dengan baik. 
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana mengatakan 
bahwa: 
“apapun yang dilakukan oleh PINDU dalam memberikan layanan 
seta memproses pengaduan harus kami ketahui. Mereka tidak boleh 
melakukan sesuatu yang tidak ada dalam aturan. Jika mereka ingin 
melakukan gerakan tambahan, harus dengan persetujuan kami 
terlebih dahulu.” 
 
Koordinator tim teknis PINDU juga mengatakan: 
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“kami selalu menaati aturan sesuai Standar Operasional Prosedur 
serta perintah dari atasan. Perintah dari atasan tersebut misalnya 
jika kami diberikan tugas tambahan harus kami terima.” 
 
Dengan demikian, segala bentuk upaya yang dilakukan oleh 
PINDU selalu dikoordinasikan dengan bagian Organisasi dan 
Tatalaksana. 
Selanjutnya ialah jalur koordinasi antara PINDU dengan 
operator PINDU pada masing-masing SKPD. 
Dari hasil wawancara peneliti dengan coordinator tim teknis 
PINDU mengatakan bahwa: 
“setiap ada pengaduan yang masuk dan telah kami kanalisasi, kami 
menghubungi operator masing-masing SKPD memberitahukan 
bahwa ada pengaduan yang masuk berkaitan dengan SKPD 
bersangkutan. Sebenarnya bukan tugas kami untuk menghubungi 
mereka, para operator tersebut seharusnya yang mengecek akun 
mereka setiap 15 menit sekali sesuai dengan SOP.” 
Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa operator PINDU 
SKPD wajib membuka dan mengecek akun mereka setiap 15 menit 
sekali. Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa para 
operator tersebut hanya membuka akun mereka saat mendapatkan 
pemberitahuan dari petugas PINDU bahwa ada pengaduan yang 
masuk. 
Hal ini diakui oleh operator PINDU pada Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Kebakaran. Beliau mengatakan bahwa: 
“dalam SOP PINDU kami harus membuka akun untuk mengecek 
apakah ada pengaduan yang masuk atau tidak. Namun, jujur sejauh 
ini saya belum menerapkan hal tersebut karena selain sebagai 
operator PINDU saya juga memiliki tugas disini sehigga masih sulit 
bagi saya untuk selalu stand by sesuai aturan yang ditetapkan.” 
 
Operator Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal juga mengatakan hal yang serupa bahwa: 
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“memang dalam aturan seperti itu tapi sejauh ini saya belum 
menerapkannya. Saya hanya membuka akun PINDU ketika 
mendapat pemberitahuan dari petugas PINDU bahwa ada 
pengaduan yang masuk.” 
 
 
Selain hasil wawancara tesebut, peneliti juga melakukan 
observasi pada beberapa SKPD dengan datang langsung ke lokasi 
SKPD tersebut untuk memastikan para operator selalu stand by 
ditempantya. Namun, dari beberapa SKPD yang dikunjungi, peneliti 
mendapatkan 2 (dua) SKPD yang tidak sedang berada ditempat. 
Saat mengunjungi Badan Lingkungan Hidup (BLH), operator 
PINDU tidak berada ditempat dikarenakan alasan kurang sehat. 
Selain itu, peneliti juga mengunjungi Kantor Pusat Perpustakaan. 
Hasil yang sama, operator PINDU uga sedang tidak berada ditempat 
dikarenakan ke luar kota. 
Namun, ketidakhadiran para operator tersebut tidak menjadi 
kendala bagi PINDU untuk memberikan layanan informasi dan 
pengaduan. Meskipun para operator tidak sedang bertugas, namun 
tugas oar operator untuk tetap memproses pengaduan dengan tidak 
melewati batas waktu yang diberikan. Hal ini menjadi ketegasan 
PINDU dan bagian Organisasi dan Tatalaksana agar pengaduan 
cepat direspon dan tidak diabaikan meskipun operator berhalangan 
hadir pada jam kerja kantor. 
4. Komunikasi PINDU 
Jalur koordinasi pada PINDU telah digambarkan secara jelas 
dalam Standar Operasional (SOP) PINDU serta dalam Peraturan 
Bupati Nomor 25 Tahun 2014. Kejelasan jalur koodinasi tersebut 
menghasilkan komunikasi yang baik bagi para pengelola PINDU. 
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Komunikasi serta petukaran informasi yang dilakukan oleh para 
petugas dilakukan baik melalui media SMS, telepon serta bertemu 
langsung antar petugas. Dengan demikian, komunikasi pun berjalan 
lancar dan efektif. 
Namun, komunikasi PINDU kepada masyarakat masih kurang. 
Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan masih 
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kehadiran PINDU serta 
cara mengakses PINDU. Dengan demikian, dapat dikataan bahwa 
komunikasi PINDU terhadap masyarakat masih kurang. 
IV.4.2 Insentif PINDU 
Untuk mengukur insentif PINDU maka dilihat dari sarana dan 
prasarana yang diberikan dalam menjalankan tugas. 
Dari hasil observasi peneliti, sarana yang terdapat pada PINDU 
sudah memadai. Sarana tersebut meliputi: 
1) Ruang tunggu yang dilengkapi dengan beberapa sofa dan meja 
dengan ruangan full AC; 
2) Rak Koran yang dapat digunakan masyarakat untuk mengatasi 
kejenuhan saat menunggu; 
3) Nomor antrian elektronik; 
4) TV antrian dan Informasi; 
5) Sound System; 
6) 4 buah komputer untuk petugas PINDU, masing-masing diantaranya 2 
orang petugas pelayanan informasi, 1 orang petugas pelayanan 
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pengaduan langsung, serta 1 orang petugas pengelola website dan 
pengelola perpustakaan; 
7) Ruang pengaduan langsung yang dilengkapi pendingin ruangan. 
Ruangan ini adalah ruangan khusus untuk warga masyarakat yang 
ingin melakukan pengaduan secara langsung; 
8) Ruang mediasi yang dilengkapi pendingin ruangan, meja dan kursi 
mediasi, berfungsi sebagai ruang penengah antara pihak-pihak yang 
terkait dengan pengaduan. Dalam ruangan mediasi ini terdapat 
sebuah pohon harapan yang digunakan pengunjung untuk 
menggantungkan harapannya tentang Kabupaten Pinrang ke 
depannya; 
9) Jaringan koneksi internet; 
10) Perpustakaan yang dilengkapi beberapa rak buku; 
11) Kotak saran; serta 
Keseluruhan sarana tersebut digunakan untuk mengefektifkan 
proses pemberian layan PINDU kepada msayrakat serta mengisienkan 
kinerja para petugas. Para operator PINDU pada masing-masing SKPD 
juga telah dilengkapi 1 (satu) buah unit komputer, printer serta koneksi 
internet. 
Selain itu, prasarana yang diberikan kepada petugas PINDU 
adalah sebuah telepon genggam untuk masing-masing para petugas 
pelayanan informasi dan petugas pelayanan pengaduan. Telepon 
genggam tersebut dijadikan Call Center yang digunakan untuk layanan 
via telepon dan SMS. Sementara untuk masing-masing para petugas 
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operator SKPD hanya menggunakan telepon pribadi untuk berkomunikasi 
dengan petugas PINDU. 
Dari hasil wawancara kepada petugas pelayanan pengaduan 
mengatakan bahwa: 
“fasilitas yang diberikan PINDU sudah sangat memadai dalam hal 
pemberian pelayanan. Telepon genggam, komputer serta jaringan 
internet saja itu sudah cukup untuk memberika layanan pengaduan.” 
 
Salah satu petugas pelayanan informasi juga mengatakan: 
“sejauh ini Alhamdulillah saran dan fasilitas sangat lengkap. Selain 
fasilitas yang diberikan kepada tenaga pelayanan, fasilitas untuk 
masyarakat yang bekunjung langsung ke PINDU juga dilengkapi 
disini. Ruangan ull AC, nomor antrian, ruang tunggu sofa serta 
perpustakaan kami sediakan untuk masyarakat yang berkunjung 
langsung.” 
 
Dari keterangan para petugas PINDU tersebut diketahui bahwa 
insentif atas kelengkapan sarana dan parasarana yang diberikan oleh 
PINDU sudah sangat memadai dalam memberikan sebuah pelayanan. 
Namun, berbeda dengan para petugas tersebut, koordinator tim teknis 
PINDU berpendapat: 
“sarana memang sudah lengkap. Akan tetapi jika masih bias jaringan 
koneksi internet ditambah kecepatannya agar kami lebih 
cepatmenanggapi informasi atau pengaduan karena terkadanag kami 
masih terkendala pada jaringan koneksi internet.” 
 
Koordinator tim teknis PINDU berharap agar jaringan koneksi 
internet ditambah kecepatan dengan alasan jaringan yang sering tidak 
mendukung saat memberikan pelayanan melalui wia web dan via e-mail. 
Jaringan koneksi internet memang hal yang bersifat dinamis, terkadang 
jaringan beroperasi dengan cepat namun kadang juga beroperasi lamban. 
Untuk itu, koordinator tim teknis PINDU mengharapkan jaringan koneksi 
internet untuk lebih dinaikkan agar akses internet dapat berjalan lancar. 
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IV.4.3 Keterbukaan PINDU 
Keterbukaan, dilihat dari transparansi serta keterbukaan antar 
struktur. Di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU), 
transparansi kinerja serta pemberian layanan juga sangat jelas. Hal ini 
dilhat dari laporan rekapitulasi informasi/pengaduan yang diterima serta 
diproses PINDU dilaporkan dengan sangat jelas dan transparan kepada 
bagian Organisasi dan Tatalaksana. Jika dalam sepekan tersebut 
terdapat pengaduan yang belum diproses oleh pihak SKPD, maka 
petugas PINDU akan memberikan laporan yang sama. Petugas PINDU 
sama sekali tidak melakukan rekayasa dalam hal pelaporan rekapitulasi 
yang dilaporkan setiap pekan pada hari Jumat. 
Selain itu, keterbukaan antar petugas PINDU juga berjalan 
dengan baik. Artinya, setiap masalah yang dihadapi dalam hal pelayanan, 
para petugas selalu memberitahukan kepada antar petugas atau atasan 
sehingga hal tersebut tidak mengganggu kinerja para petugas PINDU. 
“diantara kami tidak hal yang saling ditutupi karena kami bekerja 
layaknya saling memiliki dan saling melengkapi satu sama lain. Jika 
salah seorang diantara kami yang berhalangan maka petugas lainnya 
membantu kinerja kami.” 
 
Demikian hasil wawancara peneliti dengan petugas pelayanan 
informasi. Koordinator tim teknis PINDU juga berkomentar bahwa: 
“sebagai koordinator saya harus mampu mencairkan suasana 
kekeluargaan diantara kami agar tidak ada yang saling merahasiakan 
yang dapat mempengaruhi kinerja kami. Dengan begitu, keterbukaan 
akan membantu kami untuk saling melengkapi satu sama lain.” 
 
 
Kepala Sub Bagian Talakasana dan Anjab berpendapat bahwa: 
“dengan selalu menjaga komunikasi diantara kami maka saling 




Selain itu, kepala Bagian Organisai dan Tatalaksana juga 
mengatakan hal serupa bahwa: 
“keterbukaan di PINDU sangat terbuka. Setiap pekan kami 
mengadakat rapat staf. Jadi pada rapat tersebut kami membicarakan 
apa saja kendala yang dihadapi para tim teknis PINDU.” 
 
Dari hasil penelitian tersebut serta beberapa keterangan dari 
informan diketahui bahwa keterbukaan yang terjadi antar struktur berjalan 
dengan baik tanpa adanya masing-masing ego ataupun masalah pribadi 
yang mengakibatkan penurunan kinerja para petugas PINDU. Selain itu, 
ketidakcocokan antar petugas pun tidak terjadi. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa keterbukaan antar petugas PINDU terjalin baik dan 
terbuka. 
Di sisi lain, keterbukaan PINDU kepada masyarakat masih kurang. 
Hal ini dilihat dari kurangnya sosialisasi dan penyampaian PINDU kepada 
masyarakat baik mengenai kehadiran PINDU maupun cara mengakses 
PINDU serta aturan-aturan PINDU lainnya. 
IV.4.4 Penolakan (Resistance) PINDU 
Penolakan dilihat dari keseimbangan petugas terhadap tekanan 
atasan kepada bawahan serta pengaruh dari kelompok-kelompok 
berkepentingan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tekanan dari atasan yang diberikan kepada para petugas PINDU ialah 
bekerja susai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur. Bagian 
Organisasi dan Tatalaksana sebagai atasan PINDU mampu dikelola 
dengan baik. Semua pengaduan-pengaduan yang masuk harus diproses 
terlebih dahulu untuk kemudian disetor kepada Bagian Organisasi dan 
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Tatalaksana. Adapun kendala dalam menjawab pengaduan, maka tim 
teknis PINDU harus memberitahukan kepada atasan agar pengaduan 
dapat diselesaikan dengan baik. 
Kelompok-kelompok berkepentingan dalam hal pemberian 
pelayanan juga tidak terlepas dari layanan PINDU ini. Tak sedikit pegawai 
dari Dinas yang diadukan meminta data identitas pengadu. Namun, 
petugas PINDU menolak hal tersebut. 
“meskipun kami sesama staf atau pegawai, jika mereka meminta data 
identitas pengadu, kami tidak akan memberitahukan. Ini sudah 
menjadi tugas kami.” 
 
Demikian pernyataan dari salah satu petugas pelayanan informasi 
PINDU. 
Selain itu, jika masyarakat menyampaikan pengaduan terkait 
dengan dinas atau departemen yang mempunyai kerabat atau keluarga 
dengan petugas PINDU maka petugas PINDU tetap memproses 
pengaduan tersebut tanpa memandang status kekeluargaan maupun 
kekerabatan. 
Koordinator tim teknis PINDU mengatakan: 
“dalam kasus demikian, kami tetap mengolah dan memproses 
pengaduan tersebut sesuai aturan. Kami tidak akan menghapus atau 
mengabaikan pengaduan tersebut hanya karena pengaduannya 
menyangkut keluarga atau kerabat kami. Kami tetap professional 
dalam menjalankan tugas kami.” 
 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa petugas PINDU 
dapat menghapus atau mengabaikan pengaduan yang diinginkan 
termasuk jika pengaduan tersebut menyangkut sanak/keluarga/kerabat 
mereka. Akan tetapi, demi terwujudnya pelayanan yang berkualitas serta 
menyangkut nama baik pemerintah dan penerapan program PINDU, para 
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petugas PINDU tetap menjalankan tugasnya dengan memproses 











1. Implementasi Kebijakan Program PINDU telah berjalan sesuai dengan 
aturan pada Standar Operasional Proedur (SOP) PINDU serta Peraturan 
Bupati Pinrang Nomor 25 tahun 2014. Namun, dalam implementasi 
sosialisasi program kepada masyarakat masih kurang.  
2. Inovasi Kebijakan Program PINDU dari faktor struktur sudah berjalan 
sesuai dengan beberapa indikator inovasi dari segi faktor struktur. Hal ini 
dilihat dari aturan dan komunikasi yang terjadi di PINDU sangat jelas. 
Para petugas PINDU menjalankan tugas sesuai aturan yang ada, 
mengelola pengaduan berdasarkan Standar Operasional Prosedur. 
Insentif PINDU yakni pemenuhan kelengkapan fasilitas, sarana dan 
prasarana dalam pemberian pelayanan juga telah memadai. Selanjutnya, 
ialah keterbukaan antar struktur di PINDU sangat terbuka. Rapat antar 
staf yang sering dilakukan menunjukkan adanya keterbukaan tersebut. 
Selain itu, para petugas yang saling menutupi dan saling melengkapi juga 
menunjukkan semakin jelasnya keterbukaan, aturan dan komunikasi 
antar mereka. Indikator berikutnya adalah penolakan. Para petugas 
PINDU mampu menyeimbangkan antara kepentingan kelompok/pribadi 
serta tekanan dari atasan dengan kinerja mereka. Meskipun bayak tugas 
dan tuntutan dari atasan serta berbagai kepentingan yang ada, petugas 
PINDU tetap menjalankan tugas sesuai aturan yang ada. Petugas PINDU 
menjaga profesionalitas dalam bekereja tanpa ada pembedaan antara 
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pengaduan yang satu dengan yang lainnya. Namun, masih terdapat 
beberapa indikator yang kurang dan masih perlu ditingkatkan. Indikator 
tersebut ialah komunikasi dan keterbukaan kepada masyarakat dalam 
bentuk sosialisasi kehadiran program PINDU sebagai penyalur aspirasi 
masyarakat. 
V.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka diajukan 
beberapa saran : 
1. Pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan memperluas dan 
memperbanyak pelaksanaan sosialisasi PINDU sehinggga masyarakat  
dapat lebih  mengetahui dan mengerti kehadiran PINDU serta alur dari 
pengaduan dan permintaan Informasi yang sesuai Standar Operasional 
Pelayanan dari Pusat Informasi dan Pengaduan Pemerintah Kabupaten 
Pinrang. 
2. Disarankan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pusat 
Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemerintah Kabupaten 
Pinrang, agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat 
lebih meningkatkan partisipasinya. 
3. Pusat Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemerintah Kabupaten Pinrang 
sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan  
oleh masyarakat  melalui Pusat Informasi dan Pengaduan (PINDU) 
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FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI 
Saluran Layanan :  
Hari/Tanggal/Waktu :  
No. Registrasi / ID Tiket :  
 
1 Nama Lengkap :  
2 Nomor Identitas :  
3 Alamat :  
 Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :  
4 Nomor Tlp / HP :  
5 e-mail :  

























Saluran Layanan :  
Hari/Tanggal/Waktu :  
No. Registrasi / ID Tiket :  
 
1 Nama Lengkap :  
2 Nomor Identitas :  
3 Alamat :  
 Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :  
4 Nomor Tlp / HP :  
5 e-mail :  
6 Uraian Pengaduan :  




















Tampilan Menu “kegiatan” 
 
Tampilan submenu “Berita”   Tampilan submenu “Agenda” 
 
 
    Tampilan submenu “Pengumuman”  Tampilan submenu “Polling” 
 
 





















































































Kotak Saran Bingkai Visi Misi PINDU 
SOP, Alur Kerja dan Profil PINDU 











































Dokumentasi Hasil Observasi 
 
Petugas Pelayanan Informasi memberikan layanan via web 
 
 





































Masyarakat yang melakukan kunjungan langsung untuk layanan pengaduan 
 
 
Petugas Pengelola Website menjalankan tugas tambahn dri atasan 
 





Ketua  Dari Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
(PINDU) Pemerintah Kabupaten Pinrang 
 
NAMA : Andi Mirani,AP.M.Si 
JABATAN : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat 
Daerah Kabupaten Pinrang 
PANGKAT : Pembina Tk.I/IV.b 
NIP : 19740603 199311 2 001 









Sekertaris Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
(PINDU) Pemerintah Kabupaten Pinrang 
 
NAMA : ANDI IRNA AMILIA, S.TP 
JABATAN : Kasubag Tatalaksana dan Analisis  Jabatan 
PANGKAT : Penata / III.c 
NIP : 19820419 200804 2 001 
ALAMAT : Jl. Gatot Subroto 






Petuga Pelayanan Informasi Pusat Layanan Informasi dan 
Pengaduan  Pemerintah Kabupaten Pinrang (PINDU) 
 
NAMA : HARTSIATY NAJIB 
JABATAN : PENGELOLA INFORMASI 
PANGKAT : Pengatur Muda 
NIP : 19851218 201212 2 002 
ALAMAT : Ulu Tedong, Kec. Watang Sawitto 
NO TELPON : 082193654446 
EMAIL : hastsiatynajib@gmail.com 
 
NAMA : JUMIATI 
JABATAN : PENGELOLA INFORMASI  
PANGKAT : Pengatur Muda 
NIP : 19800502 201212 2 003 
ALAMAT : Buttu Sawe Duampanua 
NO TELPON : 085399527270 






Petugas Pelayanan Pengaduan Pusat Layanan Informasi dan 
Pengaduan  Pemerintah Kabupaten Pinrang (PINDU) 
 
NAMA : ASTIASARI, SH 
JABATAN : PENGELOLA PENGADUAN  
PANGKAT : Penata Muda 
NIP : 19831219 200701 2 003 
ALAMAT : Jl. Anggrek Lorong 1 No. 75 
NO TELPON : 085340531551 







             
Pengelola Website dan Perpustakaan Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan Pemerintah Kabupaten Pinrang 
 
NAMA : ASRUL B. PANRITA, S.STP 
JABATAN : KOORDINATOR TIM TEKNIS  
PANGKAT : Penata Muda 
NIP : 19910131 201206 1 001 
ALAMAT : Jl.Sultan Hasanuddin Pinrang 
NO TELPON : 085239228759 






Operator PINDU Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) 
NAMA : Mursan Mursen, SP 
JABATAN : Staf Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal selaku Operator PINDU  










Operator PINDU Dinas Kebersihan, Pertamanan dan  Kebakaran 
NAMA : MUHAMMAD RUSDI 
JABATAN : Pengadministrasian Umum 
DINAS : KPK 





Masyarakat Yang Telah Mengakses PINDU melalui via SMS 
NAMA : ABD. AGUS HADI 
PEKERJAAN : Wiraswasta 
ALAMAT : Kariango I 
 
 
Masyarakat Yang Telah Mengakses PINDU melalui Via Telepon 
NAMA : LAJUMA 
PEKERJAAN : PETANI 





Masyarakat Yang Telah Mengakses PINDU melalui Via Web 
NAMA : ARNOL ANSHARI 
PEKERJAAN : Honorer 
ALAMAT : Barugae 
 
 
Masyarakat Yang Telah Mengakses PINDU dengan Kunjungan 
Langsung 
NAMA : SYAMSUL BAHRI 
PEKERJAAN : Wiraswasta 




Masyarakat Yang Telah Mengakses PINDU melalui Via SMS 
NAMA : Hj. BUNATANG 
PEKERJAAN : I R T 
ALAMAT : Kariango I 
 
 
NAMA : Erwin Daaming, S.Pd.I 
PEKERJAAN : Staf Desa 
ALAMAT : Suppa 
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